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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Kementerian Komunikasi dan Digital
(Kemkomdigi) periode 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam perencanaan
dan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di bidang
komunikasi dan informatika, khususnya dalam menghadapi tantangan transformasi
digital yang semakin kompleks.

Renstra ini dirancang sebagai langkah strategis BPSDM Komdigi dalam mendukung
pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi Komdigi untuk "Mewujudkan Transformasi
Digital yang Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia".
Melalui dokumen ini, BPSDM Komdigi berupaya meningkatkan kapasitas SDM digital
Indonesia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ketersedian talenta digital yang
berdaya saing baik ditingkat nasional maupun global.

Sebagai bagian dari Kemkomdigi, BPSDM Komdigi berkomitmen untuk
mempersiapkan talenta digital yang berdaya saing melalui program pelatihan dan
pengembangan keterampilan yang terstruktur dan berkesinambungan. Fokus utama
kami adalah peningkatan keterampilan digital bagi berbagai segmen, termasuk ASN,
masyarakat umum, dan bisnis, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi dan menjawab kebutuhan industri.

Kami menyadari bahwa pencapaian target yang tertuang dalam Renstra ini
memerlukan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah
pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat luas. Oleh karena
itu, kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk berkolaborasi
dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang
bermanfaat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan

berdaulat secara digital.
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BAB |
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Tahun 2025-2029 adalah
dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BPSDM Komdigi. Renstra
berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di
lingkungan BPSDM Komdigi serta menunjukan peran BPSDM Komdigi dalam
mendukung tercapainya visi dan misi Kemkomdigi pada priode 2025-2029 Penyusunan
Renstra BPSDM Komdigi 2025-2029 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-
Undang Nomor 59 Tahun 2024,Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,
serta Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Tahun 2025-2029
yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komdigi Nomor 1 Tahun 2025. Selain
itu dalam penyusunan Renstra BPSDM Komdigi juga mempertimbangan berbagai
kondisi yang dapat mempengaruhi, sehingga dalam menentukan kebijakan dan strategi
yang dirumuskan dalam Renstra BPSDM Komdigi diharapkan mampu menjawab
tantang pembangunan khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM)

dibidang digital.

BPSDM Komdigi sebagai unit kerja di bawah Kemkomdigi memiliki fungsi yang
berkaitan dengan pengembangan SDM digital Indonesia. Pengembangan SDM digital
Indonesia sendiri merupakan pilar pencapaian Visi Indonesia Digital Indonesia 2045
sebagai bagian dari transformasi digital dalam mendukung agenda transformasi
ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Fokus pada pengembangan SDM digital
sendiri diwujudkan melalui penciptaan SDM digital Indonesia yang terampil dan berdaya
saing melalui penguasaan teknologi dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, nilai
budaya, dan norma sosial. Pengembangan SDM digital tersebut diharapkan bisa
berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional yang produktif, berdaya saing,

dan adaptif terhadap perkembangan tantangan global.



Dalam penyusunan Renstra berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2025 tentang Penyusunan Rencana  Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, dimana Renstra terdiri dari 5 bab dan lampiran, yaitu dalam Bab
| berisikan kondisi umum dan potensi dan permasalahan, Bab |l berisikan visi, misi,
tujuan, sasaran strategis, Bab lll berisikan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi
dan kerangka kelembagaan, Bab IV berisikan target kinerja dan kerangka pendanaan,
Bab V Penutup dan melampirkan matrik kinerja dan pendanaan, matriks pendanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendanaan lainng yang sah

terhadap kegiatan prioritas/ proyek prioitas dan matrik kerangka regulasi.

1.1 Kondisi Umum

Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi masih berupa Badan Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2015 dan Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2021) bertanggungjawab terkait
dengan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan
informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.
Kemudian pada tahun 2023 berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Komunikasi dan Informatika (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2023) yang bertanggungjawab terkait dengan menyelenggarakan
pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika, dan digital.
Untuk tugas penelitian semua Kementerian/Lembaga (K/L) dialihkan ke Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN). Kemudian pada akhir 2024 berubah menjadi BPSDM
Komdigi (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 dan
Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2025).

Sebagai unit kerja di bawah Kemkomdigi, BPSDM Komdigi yang mempunyai peran
strategis dalam pengembangan SDM di bidang digital. Peran tersebut dapat terlihat
dalam dukungan pencapaian prioritas nasional terkait dengan meningkatkan sumber
daya manusia berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dengan program prioritas terkait
dengan transformasi digital, peningkatan produktivitas dan daya saing dan konsolidasi

demokrasi.




Hal ini dapat terlihat dari terlihat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan BPSDM,

yaitu:

Seluruh masyarakat untuk

Digital Talent Scholarship (DTS)

Digital Talent Scholarship (DTS) merupakan program yang bertujuan untuk
peningkatan dan pengembangan kompetensi digital serta mengurangi
kesenjangan keterampilan digital di Indonesia. Program ini ditujukan bagi angkatan
kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada
periode 2020-2024 telah melakukan pelatihan kepada 652.646 peserta dengan
505.783 peserta yang mendapatkan sertifikat kelulusan. Dalam tingkatan
kecakapan digital, DTS mengambil peran di level Advanced, Intermediate, dan

Basic, yang dapat dilihat pada Gambar 1.12.

Profesuora
Upskilling/ reskilling PROA ‘o
untuk yang sudah bekerjo [ ¢ 7 - Ywsrrionro R
v Genool

Perbaikan pembelajaran
pada Mahasiswa dan Siswa
sesual SKKNI dan sertifikasi LSP

Lulusan Perguruan Tinggi/SMa/
SMK agar bisa bekerja, magang
dan tersertifikasi Industri

menciptakan pekerjoan
baru dan tingkatkan
ekonomi digital

Gambar 1.1 Tingkatan Skill Digital

Sumber: LAKIP BPSDM Komdigi TA 2024
m Digital Entrepreneurship Academy (DEA)
Akademi DEA bertujuan untuk mendorong peningkatan keterampilan digital
mulai dari dasar hingga menengah bagi calon dan pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) yang ingin naik kelas dalam hal pemanfaatan teknologi

digital untuk mengembangkan usahanya.

m Thematic Academy (TA)
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Merupakan akademi pelatihan yang ditujukan spesifik pada kalangan atau sektor
tertentu. Silabus pelatihan pada akademi TA disesuaikan dengan kebutuhan
target peserta yang menyasar untuk kalangan masyarakat yang belum menjadi
target di 7 Akademi pelatihan lainnya seperti siswa Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta tenaga pendidik.

Fresh Graduate Academy (FGA)

Akademi pelatihan FGA bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang
belum atau tidak sedang bekerja agar memiliki kompetensi profesional, sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kerja sama
dengan berbagai mitra seperti mitra Edu Tech, Global Tech, dan Perguruan
Tinggi, akademi FGA memberikan kesempatan bagi para lulusan baru untuk
memiliki sertifikasi yang dapat meningkatkan daya saing.

Talent Scouting Academy (TSA)

TSA merupakan akademi pelatihan yang ditujukan untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa aktif dalam mengembangkan kompetensi di
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di luar kampus melalui
pelatihan technical skills yang berorientasi pada project.

Vocational School Graduate Academy (VSGA)

VSGA merupakan akademi pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditunjukan bagi lulusan SMK/sederajat serta
D-lll dan D-IV yang belum bekerja dan memiliki latar belakang pendidikan di
bidang Science, Technology, Engineering, dan Math (STEM).

Government Transformation Academy (GTA)

Akademi GTA merupakan program pengembangan SDM yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi ASN, TNI, dan Polri untuk mendukung akselerasi
transformasi digital di K/L/D. Sebelum bernama GTA, pada tahun 2020 akademi
GTA dikenal sebagai Regional Development Academy (RDA).

Professional Academy (ProA)

Merupakan akademi yang bertujuan untuk memfasilitasi pekerja yang ingin alih
kompetensi (reskilling) dan meningkatkan kompetensi (upskilling) untuk bekerja
di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pelatihan dan
sertifikasi level nasional maupun global. Pada tahun 2020, akademi ProA

bernama Online Academy (OA).
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m Digital Leadership Academy (DLA)
DLA merupakan akademi pelatihan yang menyasar kepada para pimpinan di
sektor publik (K/L/D) dan sektor private (swasta) untuk meningkatkan kapasitas
pimpinan dalam menginisiasi dan mendorong perubahan dalam rangka

mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia.

216,326

104,591 107,130

66,420

63,342

20,090
-~ 2 [ -
; _ P S [ ] % o ﬂ eous ®a e 2 o0
‘ ’ Y
@ L4 wes - 0y B
Frosh Graduate Vocational School Thematic Academy Professional Digital Government Talent Scouting Digital Leadership
L .

Academy (FGA) Graduate Academy Academy (ProA) i Academy (TSA) Academy (DLA)
(vSGA) Academy (DEA) Academy (GTA)

1,437

Gambar 1.2 Peserta pelatihan Digital Talent Scholarship 2020-2024 per
Akademi

Gambar 1.3 Sebaran Peserta yang Mengikuti Pelatihan Digital Talent Scholarship 2023-
2024 per Provinsi

Pada tahun 2023, BPSDM Komdigi melaksanakan survei Analisis Dampak DTS

untuk mengukur dampak program DTS terhadap para alumni pelatihan. Survei
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dilakukan kepada 1.935 alumni DTS yang dipilih menjadi responden melalui metode
Simple Random Sampling. Hasil survei tersebut menunjukan 25% alumni berhasil
mengalami perubahan status pekerjaan dari yang sebelumnya tidak bekerja,
menjadi bekerja, serta 6% alumni yang sudah bekerja beralih untuk mempersiapkan
usaha. Hal tersebut menunjukan bahwa program DTS memberikan dampak positif

dan signifikan terhadap peralihan status pekerjaan.

Sementara itu dari sisi dampak DTS terhadap perubahan penghasilan, 64,2%
alumni  berhasil mengalami peningkatan penghasilan. Di mana, jumlah alumni
dengan penghasilan >4,5 juta meningkat dibandingkan dengan kondisi sebelum
pelatihan. Oleh karena itu, program DTS telah memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap peningkatan penghasilan alumni nya dengan rata-rata
peningkatan penghasilan sebesar Rp 457.000 - Rp 549.000, atau sebesar 9,7% -
11%. Peningkatan penghasilan bagi para alumni DTS juga didukung oleh pemberian
sertifikat GloTech yang memberikan dampak kenaikan penghasilan sebesar Rp
1.611.000, atau sekitar 32,3%.

Program DTS berdampak positif dan signifikan terhadap Program DTS berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peralihan status pekerjaan peningkatan penghasilan alumni DTS?

25%

Alumni berubah status dari tidak
bekerja menjadi bekerja.

Dibandingkan laki-laki, perempua
peluang lebih kecil untuk berganti

Alumni yang sudah bekerja beralih
untuk mempersiapkan usaha

Rata-rata penghasilan
alumni DTS mengalami

peningkatan sebesar

\gan model logistic regression.

Gambar 1.4 Hasil Analisis Dampak Pelaksanaan Kegiatan DTS

Sebagai bentuk komitmen BPSDM Komdigi dalam mendukung kesempatan berkarir
bagi para lulusan pelatihan DTS, serta dalam rangka mendorong akselerasi
transformasi digital, BPSDM Komdigi mengembangkan platform rekrutmen gratis
yang diberi nama “Diploy”. Diploy dirancang khusus untuk memfasilitasi alumni DTS
untuk memperluas dan meningkatkan kesempatan karir dengan menghubungkan
mereka dengan berbagai perusahaan yang sedang mencari talenta berbakat. Saat
ini, lebih dari 300 mitra dari BUMN, Swasta, Startup, dan Instansi/Lembaga
Pemerintah telah bergabung ke dalam Diploy. Dengan dikembangkannya Diploy,
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diharapkan akan mempermudah alumni DTS untuk mencari dan menentukan

peluang berkarir yang menarik dan sesuai dengan minat dan keahlian mereka.

PAiploy  tome lowngon  Vnucimiemsnp  Meniorcioss  Pouschoon  Tentong D

o

diploy

Temukan

Pekerjaan impianmu
dan Talenta terbaik

78000+ tienta/2024 300+ rerusanaan/2024 900+ Lowongan /2024
Gambar 1.5 Platform Diploy

e Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi dan Informatika

Program Beasiswa Kominfo merupakan program pemberian beasiswa yang
diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan
Pengembangan SDM Kominfo, yang berfokus pada pengembangan kualitas dan
kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika level middle-up
(expertise) melalui pendidikan formal jenjang Magister (S2) baik dalam maupun luar
negeri, jenjang Doktor (S3) untuk internal Kementerian Komdigi serta Sarjana (S1)
untuk yang berprestasi di tingkat internasional dibidang komdigi (dengan persyaratan
khusus). Program ini terbuka luas bagi berbagai kelompok masyarakat yang akan
melanjutkan pendidikan dan memperdalam keahlian dan kompetensi di bidang
komunikasi dan informatika baik PNS, anggota TNI/POLRI, dan masyarakat umum yang
telah bekerja.

Dalam pelaksanaan pemberiaan beasiswa ini bekerjasama dengan berbagai perguruan
tinggi baik dalam maupun luar negeri. Selama periode 2020-2024 BPSDM Komdigi
telah memberikan beasiswa sebanyak 1.044 orang yang terdiri dari beasiswa Luar
negeri sebanyak 82 orang dan beasiswa dalam negeri sebanyak 962 orang. Dengan

tingkat kelulusan penerima beasiswa yang lulus tepat waktu sebesar 78%



Data Peserta

Beasiswa Angkatan 2020 - 2024

Prancis |
RRT |

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Bidang
Persempi
| -
Berdasarkan Kategori Berdasarkan Jenis Beasiswa Berdasarkan Negara
ASN - Luar Negeri o Indonesia 962
Osierali ; Australia | 1
Belanda | 43
ASN
India| 5
Umum - inggris | 4
Dalam Negeri Jepang | 8
5
9

Gambar 1.6 Penerima Beasiswa periode 2020-2024

e Pengenalan TIK kepada masyarakat

Program Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini menargetkan
masyarakat umum, khususnya penyandang disabilitas, wanita/lbu rumah tangga,
dan anak-anak. Dengan adanya program ini, Kementerian Kominfo bertekad untuk
memastikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, tidak tertinggal
dalam era digital. Namun pada tahun 2023 dan 2024, BPSDM Kominfo
melaksanakan pelatihan pengenalan TIK dikhususkan untuk penyandang
disabilitas. Melalui Pelatihan Pengenalan TIK, BPSDM Kominfo turut mendukung
Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas.

Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi telah melatih sebanyak 25.505 orang,
yang terdiri dari 4.095 Penyandang Disabilitas, 4.964 Wanita / Ibu Rumah Tangga,
3.852 Anak-anak, dan 12.594 peserta Lainnya (Guru, ASN, Komunitas, Wali Murid,

Perhimpunan).

Penyandang Wanita / Ibu Rumah Anak-anak Lainnya
Disabilitas Tangga (Guru, ASN,
Komunitas, Wali
Murid, Perhimpunan)
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Gambar 1.7 Peserta Pengenalan TIK 2020-2024

Pelatihan Aparatur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

pada Pasal 70 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak dan

kewajiban untuk mengembangkan kompetensi. BPSDM Komdigi melalui Pusdiklat

dan BPPTIK menyelenggarakan pelatihan khusus bagi para ASN. Dalam

pelaksanaannya, terdapat 3 jenis pelatihan yang ditawarkan yaitu Diklat Teknis,

Fungsional, dan Manajerial.

Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi telah memberikan pelatihan Aparatur
kepada para ASN dengan capaian 11.168 peserta.

1)

2)

3)

Diklat Teknis

Diklat ini dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN di
bidang TIK agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan
profesional dalam berbagai level keahlian. Pada periode 2020-2024 BPSDM
Komdigi telah melaksanakan pelatihan Diklat Teknis dengan jumlah peserta
yang mengikuti sebanyak 6.720 peserta dengan 6.497 peserta yang
mendapatkan sertifikat kelulusan.

Diklat Fungsional

Diklat Fungsional merupakan pelatihan yang dirancang untuk mendukung para
ASN dalam mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang
jabatan fungsional yang ditetapkan. Pada periode 2020-2024 BPSDM Komdigi
telah melaksanakan pelatihan Diklat Fungsional dengan jumlah peserta yang
mengikuti sebanyak 2.133 peserta dan 2.064 peserta yang mendapatkan
sertifikat kelulusan

Diklat Manajerial

Merupakan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN di
bidang manajerial yang meliputi pengetahuan tentang sistem manajemen dan
organisasi, dasar - dasar perencanaan, pengendalian internal, perkembangan

teknologi informasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, komunikasi
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efektif, dan kepemimpinan. Diklat Manajerial juga mencakup Diklat Latsar CPNS
untuk penerimaan baru yang dilaksanakan di tahun 2024. Pada periode 2020-
2024 BPSDM Komdigi telah melaksanakan pelatihan Diklat Manajerial dengan
jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 2.351 peserta dan 2.295 peserta yang

mendapatkan sertifikat kelulusan.

Pada periode 2020-2024, Pelatihan Aparatur ini juga turut mendukung pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
(P4GN).

Teknis Fungsional Manajerial

Gambar 1.8 Peserta Pelatihan Aparatur 2020-2024

e Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Multi Media

Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) merupakan perguruan tinggi di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Digital yang mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika.

Sampai saat ini Sekolah Tinggi Multi Media menyelenggarakan program
pendidikan Diploma IV dan Strata | dengan 3 jurusan yaitu Penyiaran yang terdiri dari 3
program studi jenjang Diploma IV yakni Manajemen Produksi Siaran (Manaprodsi),
Manajemen Produksi Pemberitaan (Manarita) dan Manajemen Teknik Studio Produksi
(Matekstosi), jurusan Animasi dan Teknologi Permainan, terdiri dari 2 program studi
jenjang Diploma IV yakni Animasi dan Teknologi Permainan dan Jurusan Komunikasi
Informasi Publik (KIP) dengan 1 prodi S1 yakni Manajemen Informasi dan Komunikasi
(MIK). Secara dukungan Sumber Daya Manusia, STMM mempunyai dosen tetap aktif
sebanyak 74 orang, Tenaga Kependidikan 117 orang, dengan mahasiswa aktif sampai
dengan akhir tahun 2024 sebanyak 2.214 orang dengan rincian mahasiswa Manaprodsi

sebanyak 545 orang, Manarita sebanyak 356 orang, Matekstosi sebanyak 602 orang,
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Animasi sebanyak 207 orang, Teknologi Permainan sebanyak 158 orang, dan MIK

sebanyak 348 orang.

MAHASISWA ON GOING STMM
TOTAL = 2.214 MAHASISWA

Manaprodsi
545

Animasi
207
Manarita
356

Maatekstosi
602

Gambar 1.9 Data mahasiswa ongoing STMM sampai akhir tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah
non-Kementerian mengharuskan STMM untuk bertransformasi menjadi Politeknik
dengan nama Politeknik Multimedia dan Digital Indonesia (PMDI) yang rencananya
akan dilaksanakan pada Tahun 2026 yang menyelenggarakan pendidikan vokasi
sesuai dengan tugas Kemkomdigi. Saat ini proses perubahan tersebut masih dalam
tahap menunggu evaluasi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

e Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah instrumen
strategis yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan
masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dalam aktivitas
keseharian maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan.
IMDI dirancang sebagai bentuk respon terhadap tuntutan era transformasi digital yang
semakin pesat, di mana pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengakses,
menggunakan, serta mengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi faktor
kunci dalam pembangunan nasional.

Sejak tahun 2022, pelaksanaan pengukuran IMDI secara rutin dilakukan oleh
BPSDM Kemkominfo melalui unit kerja teknisnya, yaitu Pusat Penelitian dan
Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik (Puslitbang
APTIKA IKP) yang sekarang menjadi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi.

Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur untuk mencakup seluruh
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wilayah administrasi di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota. IMDI mengukur

tingkat literasi digital masyarakat melalui empat (4) pilar utama, yaitu:

1. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, yang mencerminkan kesetaraan
ketersediaan dan aksesibilitas terhadap infrastruktur digital serta lingkungan
pendukung yang memadai;

2. Pilar Keterampilan Digital, yang menggambarkan penguasaan kemampuan
dasar hingga menengah dalam pemanfaatan TIK oleh masyarakat;

3. Pilar Pemberdayaan, yang menilai sejauh mana masyarakat dapat
memanfaatkan kemampuan digital secara produktif untuk meningkatkan taraf
hidup mereka;

4. Pilar Pekerjaan, yang menunjukkan integrasi teknologi digital dalam sektor
ketenagakerjaan dan dunia usaha, baik dari sisi kebutuhan industri maupun
ketersediaan SDM digital.

Di tahun 2025, dilakukan penyesuaian pada struktur desain pengukuran IMDI.
Dari keempat pilar pembentuk IMDI 2022-2024, hanya pilar keterampilan digital yang
mengalami perubahan nama, sementara tiga pilar lainnya mengalami penyesuaian
pada level indikator dan sub-pilar. Terhitung sejak 2025, pilar keterampilan digital
disesuaikan menjadi pilar literasi digital. Pilar ini dipahami sebagai kompetensi holistik
yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dalam penggunaan
teknologi digital. Dengan demikian, keempat pilar penyusun IMDI tahun 2025

mencakup:

1. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem
2. Pilar Literasi Digital

3. Pilar Pemberdayaan
4

. Pilar Pekerjaan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola transformasi digital di tingkat
daerah, Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota, diharapkan dapat memanfaatkan data dan hasil pengukuran IMDI
sebagai referensi utama dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan
kebijakan terkait pembangunan sumber daya manusia di bidang digital. Pemanfaatan

ini mencerminkan komitmen daerah dalam mengintegrasikan data empiris ke dalam



19

proses pengambilan keputusan strategis guna mendukung pencapaian Visi Indonesia
Digital.

Indikator pemanfaatan IMDI oleh Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan
jumlah provinsi yang telah menggunakan data IMDI sebagai salah satu sumber rujukan
dalam penyusunan kebijakan dan program kerja terkait pengembangan kompetensi
digital masyarakat. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah provinsi
yang memanfaatkan IMDI dengan total keseluruhan provinsi di Indonesia. Dengan
demikian, indikator ini tidak hanya mengukur tingkat utilisasi data, tetapi juga
menggambarkan sejauh mana IMDI telah menjadi bagian dari ekosistem perencanaan
berbasis data (evidence-based policy making) di tingkat regional.

Melalui pendekatan ini, diharapkan IMDI dapat menjadi salah satu fondasi
penting dalam memperkuat agenda transformasi digital nasional yang inklusif, merata,

dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

37.80 43.18 43.34

IMDI NASIONAL2022  IMDINASIONAL2023  IMDINASIONAL 2024

Indeks Masyarakat

Digital Indonesia

—e Pekerjaan

—e Pemberdayaan

sehari-hari maupun terkait
pekerjaan
(13 &——eInfrastruktur dan Ekosistem J

Keterampilan Digital

https://imdi.sdmdigital.id

Gambar 1.10 Nilai IMDI tahun 2022 - 2024
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@ Pilar Infrastruktur dan
Ekosistem

Pilar Keterampilan
Digital

@ Pilar Pemberdayaan
@ Pilar Pekerjaan

Gambar 1.11 Nilai IMDI per pilar tahun 2022 - 2024

e Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI),
Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) dan Peta Okupasi
Nasional bidang Kominfo

SKKNI merupakan dokumen perumusan kompetensi yang memuat kemampuan
kerja seseorang, mencakup tiga dimensi utama yaitu pengetahuan, keterampilan
dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang sesuai dan relevan dengan pelaksanaan tugas
jabatan maupun persyaratan dalam dunia kerja. SKKNI disusun sebagai pedoman baku
yang bertujuan untuk menjamin mutu sumber daya manusia Indonesia agar dapat
bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun
internasional. Selama 2020--2024, telah ditetapkan sebanyak 18 RSKKNI sektor
kominfo menjadi SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan, ditambah dengan 2
Rancangan SKKNI (RSKKNI) yang telah diajukan untuk ditetapkan sebagai SKKNI oleh
Kementerian Ketenagakerjaan.

Pada periode 2020--2024, BPSDM Kominfo memiliki 47 (empat puluh tujuh)
SKKNI yang berstatus Berlaku dan 21 (dua puluh satu) SKKNI yang berstatus Dicabut
dan Tidak Berlaku, di mana 9 (sembilan) SKKNI di antaranya dicabut pada periode
2020-2024.
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SKKNI 2020--2024

W Berlaku W Dicabut

Gambar 1.12 Jumlah SKKNI 2020-2024

Selain RSKKNI, BPSDM Kominfo juga menyusun Rancangan KKNI (RKKNI).
KKNI merupakan kerangka yang mengatur tingkatan kualifikasi sumber daya manusia
Indonesia dengan menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor
pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema
pengakuan kemampuan kerja yang telah disesuaikan dengan struktur di berbagai
sektor pekerjaan. Dengan kata lain, KKNI bertujuan untuk mengakui kemampuan kerja
yang sesuai dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Selama 2020-2024 telah
disusun sebanyak 3 RKKNI.

Peta Okupasi merupakan roadmap yang memberikan gambaran menyeluruh
mengenai berbagai pekerjaan atau jabatan dalam suatu sektor industri. Saat ini terdapat
3 (tiga) Peta Okupasi yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Komunikasi, dan
Telekomunikasi. Selama 2020-2024 telah melakukan pemutakhiran terhadap Peta

Okupasi:
1. Peta Okupasi bidang TIK

Melakukan penyederhanaan area fungsi dari 16 menjadi 6 area fungsi dan

perubahan jumlah pekerjaan/okupasi.
2. Peta Okupasi bidang komunikasi

Melakukan perubahan judul area fungsi dan jumlah okupasi.
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e |Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di BPSDM Komdigi
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan
sertifikasi profesi dan telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP). Lisensi tersebut diberikan setelah melalui proses akreditasi oleh BNSP, yang
menyatakan bahwa LSP tersebut memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan
sertifikasi profesi. BPSDM Kominfo memiliki 2 (dua) LSP vyaitu:
1. LSP STMM

Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu, LSP STMM memiliki mandat
untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi terhadap peserta didik selama proses
pembelajaran berlangsung. Di samping itu, LSP STMM juga menyelenggarakan
sertifikasi bagi sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan/atau
pelatihan dalam jaringan penyelenggaraan pendidikan yang dikoordinasikan oleh
Sekolah Tinggi Multi Media. Peran ini memperkuat komitmen STMM dalam memastikan
lulusan dan tenaga kerja di bidang multimedia memiliki kompetensi yang terstandar dan

sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan skema sertifikasi:

—g T skema Sertifikasi STMM &
Skema Sertifikasi Skema Sertifikasi Skema Sertifikasi
BERLAKU BERAKHIR DIAJUKAN

Penulis Naskah Program Siaran Televisi Mef;:_ﬁff:g‘%fw Penentuan Strategi Komunikasi Kehumasan

" Desainer Grafis Madya
Video Editor etk e 202

Penyiar Variety Show.
rancan Produksi

Produksi Konten Kehumasan

Perancangan Desain Produksi Acara Televisi

Pengimplementasian Taktik Komunikasi
Keht

Gambar 1.13 Skema sertifikasi di LSP STMM

2. LSP BPPTIK
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LSP BPPTIK merupakan LSP pihak kedua yang bertugas melaksanakan
sertifikasi kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan

skema sertifikasi:

o
@ OO UK

O SKEMA SERTIFIKASI (METODE)

©)
Skema Asesmen Skema Asesmen Skema Asesmen
OFFLINE OFFLINE ONLINE
TIK BISNIS DIGITAL TIK

Novice Digital Enterpreneur
Asc. E-commerce Specialist
Asc. Dig. Marketing Specialist
Asc. Social Media Specialist
Asc. Digital Project Manager
Asc. Digital Content Creator
Asc. SEO dan SEM Specialist
Associate Data Analyst

Asc. Al Marketing Analyst

Junior Graphic Designer

Junior Network Administrator
Junior Web Developer

Junior Mobile Programmer
Junior Office Operator
Intermediate Animator

Teknisi Utama Jaringan Komputer

Junior Graphic Designer (JGD)
Junior Network Administrator (JNA)
Junior Web Developer (JWD)
Junior Mobile Progammer (JMP)
Junior Cyber Security (JCS)
Junior Office Operator (JOO)
Intermediate Animator (IA)
Teknisi Utama Jaringan Komputer
(TUJK)

Cyber Security Analyst (CSA)

Data Scientist (DS)

Associate Data Scientist (ADS)
Associate Data Engineer (ADE)
Operator Komputer Madya (OKM)
Editor

NS Oybs QN =

ONOORON 2
OB NG O Wi B

;B

ki ey b
P00 N Ot

Gambar 1.14 Skema sertifikasi di LSP BPPTIK

Kedua LSP tersebut secara berkelanjutan terus diupayakan peningkatan kualitas
pengelolaannya. Upaya tersebut meliputi, antara lain:

1. Perpanjangan Lisensi LSP (re-lisensi);

2. Penambahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi;

3. Penambahan jumlah Asesor Kompetensi baru; serta

4. Peningkatan kompetensi Asesor untuk skema sertifikasi yang berbeda (Upgrading
Kompetensi).

Selain upaya peningkatan internal, Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo) melalui Pusat
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik
(Puslitbang Aptika dan IKP) juga menjalankan fungsi fasilitasi eksternal berupa
pemberian rekomendasi terhadap pendirian dan/atau perpanjangan lisensi LSP di
bidang Komunikasi dan Informatika yang berada di luar lingkup BPSDM Kominfo.
Proses pemberian rekomendasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Surat Edaran Kepala BPSDM Kominfo Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Rekomendasi Pendirian dan Perpanjangan Lisensi Lembaga
Sertifikasi Profesi.
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e Platform SDM Digital

Platform SDM Digital merupakan inisiatif BPSDM Komdigi yang diharapkan menjadi
program prioritas strategis nasional yang berfungsi sebagai infrastruktur inti (core
enabler) dalam pengembangan, pemetaan, pengelolaan, dan penguatan kapasitas
talenta sumber daya manusia pemerintah. Platform ini menjadi fondasi digital dalam
membangun model manajemen talenta nasional yang transparan, berbasis kompetensi,
adaptif, berorientasi kinerja, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan

modern.

Pengembangan Platform SDM Digital mendukung penuh arah kebijakan transformasi
birokrasi, SPBE Nasional, GovTech Indonesia, dan agenda digital nasional dalam
memperkuat layanan publik berbasis data. Platform ini menghadirkan integrasi data
kompetensi, rekam pelatihan, sertifikasi nasional maupun global, pemetaan kebutuhan
jabatan, serta kecerdasan buatan untuk Al Talent Intelligence dan perencanaan

kebutuhan talenta masa depan (workforce forecasting).

Sebagai platform publik nasional, Platform SDM Digital ditargetkan memenuhi standar
global tata kelola teknologi, keamanan informasi, dan privasi data melalui sertifikasi dan

implementasi standar internasional, termasuk:

) ISO/IEC 27001: Information Security Management System
) ISO/IEC 27701: Privacy Information Management System
) ISO/IEC 20000: IT Service Management

° ISO/IEC 42000: Artifical Intelligence Management System

° Penerapan Zero Trust Security Architecture dan privacy-by-design

Dengan demikian, platform ini berfungsi tidak hanya sebagai sistem pembelajaran
digital, tetapi juga sebagai platform publik berskala nasional yang memenuhi standar

global, mampu bersaing dan terintegrasi dengan ekosistem layanan digital modern.
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Transformasi Ekosistem Pengembangan SDM Digital

Pelatihan & Pemberdayaan

»»

Stakeholder

Kajian & Evaluasi
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Gambar 1.15 Proses Transformasi Ekosistem Pengembangan SDM Digital

Pilar Ekosistem Platform SDM Digital

Pilar

Fokus

Contoh implementasi

Talent Hub

Basis data kompetensi
terpadu

Integrasi dengan MyASN (BKN),
Skillhub & KarirHub (Kemnaker),
Integrasi edutech global

Learning Experience
Platform

dan adaptif

Pembelajaran personalisasi

Learning path, Microskill, blended
learning, integrasi sertifikasi

Talent Intelligence &
Analytics

data

Pemetaan talenta berbasis

Career path, Predictive talent
planning

Governance, Privacy &

Kepatuhan hukum dan

UuU PDP, ISO 27001, ISO 27701,

Platform SDM Digital
Nasional

Security standar keamanan ISO 20000*, ISO 42000,
Responsible Al, Zero Trust
Architecture
Tabel 1.1 Pilar Ekosistem Platform SDM Digital
Program Kegiatan Output
Program Pengembangan arsitektur Enterprise Architecture
Pengembangan platform

Integrasi data kompetensi
lintas sektor

Interoperable Talent Data Layer
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Pengembangan modul
pelatihan prioritas

National Learning Catalog

Implementasi rekomendasi
Al

Al Engine

Sosialisasi dan onboarding
lintas sektor

Adopsi lintas sektor

Monitoring, evaluasi, dan
peningkatan berkelanjutan

Sertifikasi ISO, model
kematangan dan tata kelola

Implementasi Helpdesk
berbasis Al

Al Chatbot

Tabel 1.2 Program Utama dan Rincian Kegiatan
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1.2 Potensi dan Permasalahan

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan SDM digital di tengah
momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada periode 2020-
2035. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, Indonesia memiliki peluang
untuk memperkuat ekonomi digital dan memajukan pembangunan nasional. Upaya ini
didukung oleh peningkatan akses internet yang semakin meluas dan bertambahnya
lulusan perguruan tinggi di bidang digital, yang menjadi modal berharga dalam
menghadapi tuntutan era digital. Meski demikian, beberapa tantangan masih dihadapi
oleh Indonesia ke depannya, terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur,
kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri, serta kompleksitas dalam
pelaksanaan program pelatihan yang efektif. Peran regulasi dalam sertifikasi digital
juga krusial, terutama bagi ASN, guna memastikan mereka memiliki keterampilan
yang relevan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital

1.2.1 Potensi

Pengembangan SDM digital di Indonesia didukung oleh faktor pendukung utama.
Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada periode 2020-2035
memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengoptimalkan jumlah
angkatan kerja yang produktif. Selain itu, pemerintah terus memperluas akses
internet, meningkatkan kecepatan, dan memperluas jangkauan, yang memberikan
kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan digital.
Di sisi lain, peningkatan jumlah lulusan di bidang digital dari perguruan tinggi
menambah suplai tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan era digital.
Keberadaan basis data yang kuat seperti IMDI sebagai indikator pengukuran awal
kebutuhan SDM digital juga menjadi potensi penting dalam pengembangan SDM
digital.

Bonus demografi. Potensi SDM digital nasion.al sebagian akan bergantung kepada
struktur kependudukan Indonesia selama lima tahun ke depan dan implikasinya
terhadap struktur ketenagakerjaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023)
Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan puncak bonus
demografi akan dicapai pada periode 2020-2030. Bonus demografi tersebut
merepresentasikan periode dimana persentase penduduk non usia produktif

terhadap populasi nasional mencapai tingkat terendah yang berakibat pada
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menurunnya rasio ketergantungan/dependency ratio. Jumlah penduduk produktif
yang besar menjadi modal bagi Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan nasional selama lima tahun periode RPJMN 2025-2029 termasuk

sasaran pembangunan ekonomi digital nasional.

Pada aspek usia produktif, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia melimpah
hingga 216.785.997 jiwa pada tahun 2025 (BPS, 2025). Usia produktif terdiri dari
penduduk berusia 15-64 tahun yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada

perekonomian dan pembangunan negara

Pada aspek ketenagakerjaan, pergeseran struktur ketenagakerjaan akan dipengaruhi
oleh pergeseran kelompok usia dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK
tertinggi berada pada kelompok usia di atas 40 tahun hingga usia 50 tahun. Pada
2024, jumlah angkatan kerja sendiri mencapai 152,1 juta dan diproyeksikan akan terus
tumbuh hingga tahun 2045 mencapai 187,4 juta orang atau tumbuh sebesar 1,08%
per tahunnya (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). Angka pertumbuhan ini
menunjukkan penurunan dibandingkan sepuluh tahun terakhir yang tumbuh sekitar
2% (Gambar 1.16). Meskipun demikian, potensi angkatan kerja tersebut harus dapat
dimanfaatkan secara optimal. Upaya untuk menyediakan pendidikan dan
pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri menjadi semakin

relevan, khususnya pada sektor ekonomi digital.
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Gambar 1.16 Angkatan Kerja Indonesia, 2015-2024
Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan angkatan kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika diimbangi
dengan ketersediaan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing. BPSDM

Komdigi dapat berperan meningkatkan keterampilan pekerja nasional, khususnya
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dalam menjembatani akses digital dan pendidikan yang tidak merata. Potensi
pengembangan keterampilan dapat berfokus kepada kelompok masyarakat yang

masih tertinggal sehingga mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia
memiliki potensi yang cukup besar yang dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi
digital tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Google Temasek 2023,
Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia meningkat menjadi US$82 miliar dari
tahun 2019 sebesar US$41 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan
ekonomi digital di Indonesia telah tumbuh dua kali lipat pada periode 2019 - 2023.
Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian ekonomi global, transaksi digital di Indonesia

diperkirakan akan mencapai sekitar $110 miliar pada 2025.

$82 Billion
$36 Billion

$23 Billion

DR D

a1 2022 23 2025 2000 $22 Bi"ion

Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Gambar 1.17 Nilai Ekonomi Digital 2023 (Gross Merchandise Value)

Jika dilihat lebih jauh, nilai GMV Indonesia tersebut jauh melampaui negara ASEAN
lainnya, seperti Thailand ($36 miliar), Malaysia ($23 miliar), dan Singapura ($22
miliar). Ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi
pemain kunci dalam ekonomi digital ASEAN, dengan potensi pasar digital yang lebih
besar. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk
local player Indonesia mengingat dominasi pemain asing yang cukup besar terutama
di sektor-sektor strategis seperti e-commerce, media serta iklan. Berdasarkan kajian
yang dilakukan oleh Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023, pangsa pasar asing akan
menguasai 74% di tahun 2030 dengan potential loss mencapai 2000 Triliun Rupiah

jika tidak diantisipasi dan mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah.

Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Akses Internet di Indonesia. Salah satu

aspek yang dapat mendukung upaya BPSDM Komdigi dalam meningkatkan
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keterampilan SDM nasional adalah prioritas pemerintah untuk melakukan percepatan
perluasan coverage internet. Dalam konteks teknologi layanan internet, capaian
pemanfaatan layanan 4G di Indonesia telah mencapai 94 persen, 2G sebesar 5
persen, dan 5G hanya 1 persen di tahun 2023 (GSMA, 2024). Sementara itu,
sebagian besar layanan masih didominasi oleh mobile broadband dibandingkan fixed
broadband yang baru mencapai 61,02% kecamatan per Desember 2022 (Komdigi,
2024). Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan biaya pembangunan
infrastruktur yang mahal menjadi hambatan perluasan coverage. Terlepas dari
tantangan pembangunan jaringan dan implementasi program, konektivitas internet
Indonesia (4G) mengalami pertumbuhan yang relatif signifikan dan tumbuh lebih dari
100% dibandingkan tahun 2018.

Konektivitas 4G (Persentase dari Total Koneksi Seluler)
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80% 77%

70% 65%
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Gambar 1.18 Perkembangan coverage internet 4G di Indonesia
Sumber: The Mobile Economy Asia Pacific Report, GSMA
Kemkomdigi melalui melalui berbagai program seperti BAKTI (pembangunan BTS),

Satelit Satria, dan Palapa Ring (kabel fiber optik) berupaya memperluas coverage dan
meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas internet dan daya saing layanan.
Upaya perluasan jangkauan dan percepatan jaringan internet juga akan didukung oleh

rencana pemerintah pelelangan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 26 GH.
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Pelelangan spektrum diharapkan dapat memacu peningkatan perluasan coverage

oleh operator telekomunikasi.
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Gambar 1.19 Rata-rata Kecepatan Unduh Berdasarkan Provinsi
Sumber: Ookla

Selain dari sisi coverage, perbaikan akses internet di Indonesia juga terlihat dari
peningkatan rata-rata kecepatan unduhan di hampir seluruh provinsi di Indonesia
pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, sebagaimana ditunjukkan oleh
grafik di atas. Bahkan provinsi, yang berada jauh dari pusat pertumbuhan seperti
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Maluku mengalami peningkatan signifikan dalam
kecepatan unduh. Meskipun demikian, masih terdapat pola dimana peningkatan
kecepatan unduhan masih lebih dominan di wilayah dengan infrastruktur digital yang
lebih berkembang seperti Jawa dan Kalimantan. Data ini mengindikasikan bahwa dari

waktu ke waktu sudah terlihat adanya perbaikan dalam hal disparitas kualitas akses
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internet di berbagai daerah, walaupun masih ada disparitas antar provinsi yang masih

perlu terus diperbaiki di masa depan.

Peningkatan akses internet dapat dimanfaatkan untuk mendukung program
pengembangan keterampilan SDM digital oleh BPSDM Komdigi. Perluasan akses
internet yang inklusif diharapkan membuka kesempatan pengembangan keterampilan
dan pendidikan bagi SDM digital, khususnya bagi penduduk usia muda dan
mengurangi ketimpangan akses antara wilayah Timur dan Barat Indonesia. Peran
BPSDM Komdigi sebagai penyusun kebijakan akan semakin penting selain sebagai
penyedia layanan pengembangan SDM secara langsung. Hal tersebut dapat dicapai
melalui upaya membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan digital yang inklusif

sebagai komplemen program yang sudah ada.

Pertumbuhan lulusan jurusan digital. Potensi pengembangan ekonomi digital
Indonesia salah satunya berasal dari semakin bertambahnya lulusan perguruan
tinggi di bidang digital. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek), lulusan perguruan
tinggi diploma, sarjana, dan pascasarjana di bidang digital cenderung meningkat dari
tahun 2018 hingga 2022.

Perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan formal memiliki peran tidak tergantikan
dalam menyediakan akses terhadap peningkatan keterampilan digital bagi
masyarakat luas. Pendidikan merupakan satu dari tiga kanal pengembangan
keterampilan digital selain pelatihan dan bekerja (SMERU, University of Oxford, &
UNSECAP, 2022). Berdasarkan European Union (2024) tingkat pendidikan formal
berkorelasi positif terhadap tingkat keterampilan digital yang dicapai. Pendidikan
formal secara umum membuka akses terhadap keterampilan dasar (i.e., numerik dan
literasi) dan meningkatkan literasi digital (SMERU, 2022; OECD, 2016). Termasuk di
dalamnya adalah soft-skills yang terkait dengan interaksi sosial dan emosional dalam

mendukung kolaborasi dan fleksibilitas.
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Gambar 1.20 Jumlah Lulusan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana terkait Digital (ribu
orang)
Sumber: Kemendikbud, diolah

Keberadaan IMDI sebagai basis data kebutuhan skill digital Industri. Komdigi
melalui BPSDM melakukan pemetaan terhadap pengembangan keterampilan dan
kompetensi digital masyarakat dalam kehidupan sehari hari melalui Indeks
Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). IMDI terdiri dari empat pilar, yaitu pilar
infrastruktur dan ekosistem, pilar keterampilan digital, pilar pemberdayaan, dan pilar
pekerjaan. IMDI diukur pada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sehingga
dapat memberikan gambaran yang spesifik terhadap kebutuhan keterampilan digital

hingga pada tingkat kab/kota.

Lebih dari itu pengukuran IMDI tidak hanya dilakukan dari sisi supply dari SDM digital
(masyarakat), tapi juga dari sisi demand (perusahaan dan industri). Berkat hal
tersebut, hasil dari pengukuran IMDI dapat menjadi basis untuk (i) mengukur tingkat
kualitas SDM digital Indonesia, (ii) estimasi perkembangan permintaan kebutuhan
SDM digital (iii) hingga evolusi perubahan kebutuhan skill digital yang dibutuhkan oleh

industri, yang kesemuanya dapat dilihat secara antar waktu dan antar wilayah.

Pengukuran IMDI melalui masing-masing pilar memberikan potret atas kondisi SDM
digital Indonesia dari sisi supply dan demand. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem
menjadi pondasi dari ekosistem sebagai prekondisi untuk mewujudkan kesetaraan
akses bagi masyarakat. Pada tahun 2023, skor IMDI mencapai 37,8 secara nasional
dengan skor 40,24 untuk infrastruktur dan ekosistem, 49,35 untuk Keterampilan

Digital, 22,06 untuk Pemberdayaan, dan 40,35 untuk Pekerjaan. Rendahnya capaian
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pada Pilar Pemberdayaan menunjukkan bahwa kemampuan digital masyarakat dalam
hal pemanfaatan layanan keuangan, e-commerce, market-place, dan e-learning
dalam menghasilkan pendapatan masih relatif rendah. Secara nasional, aspek
tersebut dapat menjadi fokus utama pelatihan dengan mempertimbangkan juga
karakteristik skor IMDI daerah.

Platform Sebagai game changer transformasi tata kelola ekosistem talenta
Platform SDM Digital diidentifikasi sebagai respon strategis terhadap kebutuhan
peningkatan literasi digital, penguatan kompetensi talenta nasional, integrasi data
talenta lintas sektor (pemerintah, industri, pendidikan), serta kebutuhan percepatan
transformasi pelayanan publik berbasis data dan Al. Platform ini memberikan
kemudahan akses untuk mengatasi fragmentasi data talenta dan kesenjangan
kompetensi digital nasional melalui mekanisme interoperabilitas, SSO, analisis
talenta, dan ekosistem sertifikasi nasional dan global. Platform SDM Digital
merupakan inisiatif BPSDM Komdigi yang diharapkan menjadi program prioritas
strategis nasional yang berfungsi sebagai infrastruktur inti (core enabler) dalam
pengembangan, pemetaan, pengelolaan, dan penguatan kapasitas talenta sumber
daya manusia pemerintah. Platform ini menjadi fondasi digital dalam membangun
model manajemen talenta nasional yang transparan, berbasis kompetensi, adaptif,
berorientasi kinerja, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan
modern.Pengembangan Platform SDM Digital mendukung penuh arah kebijakan
transformasi birokrasi, SPBE Nasional, GovTech Indonesia, dan agenda digital
nasional dalam memperkuat layanan publik berbasis data. Platform ini menghadirkan
integrasi data kompetensi, rekam pelatihan, sertifikasi nasional maupun global,
pemetaan kebutuhan jabatan, serta kecerdasan buatan untuk Al Talent Intelligence

dan perencanaan kebutuhan talenta masa depan (workforce forecasting).

Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi di era digital saat ini telah menjadi
pendorong utama transformasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi,
sosial, dan budaya. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan
berinteraksi, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam meningkatkan daya saing
nasional. Dalam konteks perekonomian, teknologi menjadi salah satu macrotrend
driver utama yang mendorong transformasi bisnis di berbagai perusahaan selama

beberapa tahun ke depan. Hal ini dapat dilihat dalam laporan "Future of Jobs" oleh
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World Economic Forum (2023), yang menunjukkan bahwa peningkatan adopsi
teknologi baru dan terdepan serta perluasan akses digital menjadi dua faktor
pendorong utama transformasi bisnis dengan proporsi 86,2% dan 86,1%. Angka ini
menggambarkan betapa pentingnya teknologi dalam menggerakkan perubahan di
sektor bisnis dan ekonomi global. Apabila kemajuan teknologi ini dapat dimanfaatkan
dengan baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pencapaian Visi
Indonesia Emas 2045 dan menjadi salah satu negara maju di dunia. Penguasaan
teknologi dan pengembangan sektor digital diyakini dapat memberikan dampak
signifikan dalam jangka panjang, terutama dalam hal meningkatkan produktivitas
nasional. Peningkatan produktivitas ini akan terjadi melalui efisiensi penggunaan
kapital dan tenaga kerja, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai penelitian (Oliner
& Sichel, 2003; OECD, 2013; Qiang, Pitt & Ayers, 2004). Di sisi lain, teknologi juga
berperan sebagai penggerak inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan daya saing di kancah global. Selain itu dengan membekali para
tenaga kerja Indonesia dengan skill-skill yang relevan, maka perkembangan teknologi
justru akan menghadirkan peluang besar dalam bentuk lapangan pekerjaan baru dan
peningkatan produktivitas. World Economic Forum (2023) melalui publikasinya the
Future of Jobs Report memprediksi beberapa skill khusus yang akan meningkat
permintaannya di masa depan seperti big data analyst, spesialis mitigasi perubahan

iklim, dan ahli keamanan siber sebagaimana terlihat pada gambar berikut:
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Gambar 1.21 Perkiraan Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Lapangan

Pekerjaan periode 2023 - 2027
Sumber: WEF (2023)
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Oleh karena itulah, keberadaan pekerjaan-pekerjaan baru ini menegaskan
pentingnya penyiapan SDM dan talenta digital yang terencana dan terarah, sehingga
Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh perkembangan

teknologi.

1.2.2 Permasalahan

Selain adanya potensi dan peluang, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
digital di Indonesia juga menemui beberapa tantangan ini berasal dari keterbatasan
dan ketimpangan akses, ketidaksesuaian antara pelatihan dengan kebutuhan industri,

serta berbagai kendala dalam implementasi program pelatihan.

Digital mindset masyarakat yang masih tergolong rendah. Digital mindset
merupakan pola pikir yang mendorong individu dan organisasi untuk mengadopsi,
memahami, serta beradaptasi dengan teknologi digital. Benke (2013) mendefinisikan
digital mindset ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi aksi. Pada
dimensi kognitif, digital mindset berkaitan dengan kemampuan memahami teknologi
digital dan peluang yang ditawarkannya. Sementara itu, dimensi aksi berfokus pada
bagaimana individu atau organisasi tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga
dapat menerapkannya secara nyata dalam aktivitas sehari-hari maupun bisnis. Oleh
karenanya, memiliki digital mindset sangat penting di tengah-tengah kemajuan

teknologi yang kian pesat.

Akan tetapi, digital mindset pada masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih
tergolong rendah. Hal ini yang turut menyebabkan banyak individu dan organisasi
kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin dinamis. Sebagai
contoh indikator yang setidaknya dapat digunakan untuk mengetahui digital mindset
adalah melalui literasi dan keterampilan digital. Tingkat literasi dan keterampilan digital
menjadi parameter yang cukup penting dalam menentukan seberapa baik individu
atau organisasi memahami serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Berdasarkan Indeks Literasi Digital, pada tahun 2023, Indonesia memiliki skor 3,65
dari skala 5 (Indeks Literasi Digital, Komdigi, 2023). Hal ini menunjukkan tingkat
literasi digital yang dimiliki oleh berbagai segmentasi masyarakat masih rendah.
Gambar di bawah menunjukkan salah satu indikator yang memperlihatkan bahwa
peringkat keterampilan digital Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan

negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia
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Gambar 1.22 Peringkat Keterampilan Digital Indonesia dibandingkan tetangga

Sumber: The Global Competitiveness Index (GCI), World Economic Forum

Literasi dan keterampilan digital yang rendah berdampak pada sosial
kemasyarakatan. Pertama, hal ini berpengaruh pada peningkatan kejahatan etika di
dunia maya. Terdapat 3.840 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital
(Komdigi, 2023). Kemudian, sebanyak 12.647 konten hoaks selama 5 tahun terakhir
(Databoks, 2024). Kedua, terkait peningkatan konten negatif. Di mana, penyebaran
konten pornografi terus meningkat mencapai 1,21 juta konten pada tahun 2023
(Komdigi, 2023). Terakhir, masifnya penipuan finansial yang ditunjukkan dari
peningkatan pinjaman online hingga Rp 51,46 triliun (OJK, 2023) serta transaksi judi
online warga Indonesia menembus rekor tertinggi dengan meningkat sebesar
8.136,77% dari 2018-2023 (Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023).

Keterbatasan pemahaman dan penerapan teknologi digital juga akan membuat
masyarakat kita cenderung tertinggal dalam mengadopsi inovasi baru. Selain itu,
rendahnya digital mindset ini juga akan berdampak pada kemampuan individu
maupun bisnis, terutama UMKM, dalam bersaing di era digital. Sebagai contoh, tanpa
pemahaman yang kuat terhadap teknologi dan kurangnya usaha dalam mengadopsi
digitalisasi, membuat tidak sedikit usaha yang terjebak dalam model bisnis lama,
sehingga kurang mampu menangkap peluang seperti memperluas pasar dan
meningkatkan efisiensi operasional. Sementara itu, UMKM yang setidaknya memiliki
digital mindset di level kognitif dan aksi akan lebih siap untuk memanfaatkan teknologi
digital dalam bisnisnya. Sebagai contoh, mendaftarkan usaha di platform e-commerce

untuk memperluas pasar.

Rendahnya Kualitas dan Ketersediaan Pekerja dengan Skill Digital. Proses
penyiapan talenta digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa
diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kualitas dan ketersediaan
SDM yang memiliki keterampilan digital yang memadai. Hal ini tercermin dari

penurunan skor pilar sumber daya manusia dalam East Venture Digital
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Competitiveness Index (EV-DCI), di mana skor pilar human resource menurun drastic
dari 24.2 pada 2022 menjadi 18.8 pada 2023, menjadikannya pilar dengan capaian
terendah (Gambar 1.4). Penurunan ini menunjukkan masih minimnya talenta digital

yang berkualitas sebagai input dari proses transformasi digital.

Gambar 1.23 Perkembangan Skor EV-DCI Indonesia
Sumber: East Venture, (2023)

Kemudian, SDM Indonesia juga dapat dikategorikan rendah dan jauh jika
dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2023, talent
competitiveness Indonesia menduduki peringkat ke-80 dari 134 negara dengan skor
40,25. Sementara itu, negara tetangga seperti Singapura yang berhasil
menempatkan negaranya di peringkat ke-2 dengan skor yang jauh lebih tinggi 77,11
dan Malaysia yang berada di peringkat ke-42 dengan skor 51,35.

Berdasarkan pemetaan data SAKERNAS selama tiga tahun terakhir, terlihat adanya
tren peningkatan proporsi SDM digital nasional dari tahun ke tahun. Akan tetapi, tren
peningkatan ini didorong oleh peningkatan SDM digital pada level basic yang pada
tahun 2023 sudah tercatat sebesar 43.6% dari yang hanya 33.3% di tahun 2021.
Akan tetapi untuk talenta digital nampak tidak ada pertumbuhan yang signifikan,
bahkan pada tahun 2022 angkanya sempat mengalami penurunan, sebelum akhirnya
naik lagi di tahun 2023 yaitu di kisaran 4%. Secara absolut, jumlah SDM digital pada
level basic berjumlah sekitar 64,37 juta, sedangkan untuk talenta digital sebanyak
5,88 juta dari total angkatan kerja di tahun 2023.
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Proporsi SDM Digital Nasional
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2020 86,07 28,90
2021 62,66 33,29
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2023 52,44 43,58
0 20 40 60 a0 100
Persen (%)
MNon SDM Digital Basic Digital B Talenta Digital

Sumber: Sakernas

Gambar 1.24 Kondisi Eksisting Ketersediaan Talenta Digital Indonesia
Sumber: BPSDM Komdigi & LPEM FEB Ul, (2024)

Untuk melihat secara lebih dalam permasalahan terkait sumber daya manusia dalam
konteks digital, dapat dilakukan dengan melihat capaian skor Indeks Masyarakat
Digital (IMDI) yang diukur oleh Puslitbang APTIKA dan IKP (sekarang Pusbang
Ekosistem SDM Komdigi) di bawah BPSDM Komdigi. Berdasarkan capaian skor IMDI,
pilar yang memiliki capaian terendah adalah pilar pekerjaan dan pemberdayaan
terutama untuk sisi supply tenaga kerja baik dalam konteks pegawai (pilar pekerjaan),
maupun pelaku usaha (pilar pemberdayaan). Hal ini memberikan indikasi bahwa skill
digital yang dimiliki oleh penduduk Indonesia masih relatif minim dalam konteks

aktivitas produktif.

Mismatch Skill Digital dengan Kebutuhan Industri. Lebih jauh, skor yang sangat
rendah untuk sub pilar penawaran mengindikasikan belum mampunya supply dari
talenta digital di Indonesia untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan oleh industri.
Sebanyak 56,3% responden survei (perusahaan) mengatakan sulit atau sangat sulit
untuk mencari pekerja dengan kemampuan digital (Kemenaker, 2023). Ketersediaan
talenta digital untuk tahun 2024 adalah 6.507.904 orang, sementara kebutuhan talenta
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digital tahun 2024 mencapai 10.731.209 orang. Salah satu penyebab dari hal ini
adalah mismatch keterampilan digital antara yang dimiliki tenaga kerja dengan
kebutuhan industri. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran talenta digital di
Indonesia secara konsisten berada di atas 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat

pengangguran nasional yang hanya sekitar 5% (Gambar 1.7).

Hal ini mengindikasikan adanya gap signifikan antara keterampilan yang dimiliki
tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri, yang menyebabkan banyak lulusan
dengan keterampilan digital tidak dapat terserap dengan baik di pasar kerja.
Sementara itu, rasio tenaga kerja sector TIK terhadap tenaga kerja keseluruhan di
Indonesia hanya 0,8%. Angka ini lebih rendah dibandingkan negara lainnya seperti
Malaysia (7,7%), China (3%), dan India (1%).

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Talenta Digital Nasional
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Tingkat Pengangguran Terbaka B Tingkat Pengangguran Talerta Digial

Sumber; SAKERMNAS, diolah oleh LPEM FEB UI
Tahun 2020; dsgunakan sakemas bulan Februath

Gambar 1.25 Tingkat Pengangguran Talenta Digital Indonesia

Sumber: Sakernas, diolah oleh LPEM FEB Ul (2023), Sakernas tahun 2020 yang digunakan adalah
SAKERNAS pada Bulan Februari
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Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Pelatihan. Salah satu tantangan utama
dalam pengembangan SDM digital adalah keterbatasan infrastruktur dan akses
pelatihan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Masalah ini menjadi sangat
signifikan di daerah terpencil dan tertinggal di mana akses terhadap teknologi digital,
termasuk jaringan internet dan perangkat komputer, masih sangat terbatas.
Ketimpangan ini menyebabkan banyak SDM di wilayah tersebut belum memiliki
keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi digital, yang pada gilirannya
menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Di
sisi lain, wilayah-wilayah ini sering kali memiliki akses terbatas yang sulit dijangkau,
yang membuat pelaksanaan pelatihan menjadi sulit dijangkau. Kurangnya
perencanaan biaya teknis seperti biaya transportasi juga menjadi kendala,

menyebabkan pelatihan tidak dapat mencapai seluruh peserta yang membutuhkan.

Selain itu, akses terhadap pelatihan digital yang berkualitas masih terbatas, tidak
hanya dari segi geografis tetapi juga biaya. Beberapa modul pelatihan gratis dapat
diunduh oleh masyarakat, tetapi memiliki hambatan dari sisi kualitas internet kesulitan
untuk mengakses materi pelatihan yang disediakan. Sementara itu untuk pelatihan
berbayar, tercatat bahwa biaya pelatihan dan sertifikasi digital yang masih tinggi
menjadi penghalang bagi banyak individu yang ingin meningkatkan keterampilan
mereka. Sementara itu, dukungan pembiayaan seperti beasiswa atau subsidi untuk

pelatihan digital masih sangat minim.

Situasi ini mengakibatkan disparitas yang semakin besar antara mereka yang mampu
mengikuti pelatihan dan yang tidak, memperburuk ketimpangan dalam keterampilan

digital di Indonesia.
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Nusa Tenggara Timur | 78,79
Sulawesi Barat | 73,08
Sulawesi Tenggara | 64,59
Sulawesi Tengah | 64,54
Lampung | 62,86

Jawa Tengah | 62,60
Sumatera Selatan | 62,60
Aceh | 61,79

Gorontalo | 61,64

Maluku | 61,17

Sulawesi Selatan | 60,47
Nusa Tenggara Barat | 60,08
Sumatera Utara | 58,02
Sulawesi Utara | 57,60
Maluku Utara | 57,52
Jawa Timur | 57,23
Bengkulu | 56,84
Kalimantan Barat | 56,29
Sumatera Barat | 53,65
Jambi | 53,19

Kalimantan Selatan | 51,97
Papua | 5017

Kalimantan Tengah | 4965
Riau | 4958

Jawa Barat | 4831

Papua Barat | 47,40
Kalimantan Utara | 44,73
Kep. Bangka Belitung | 43,85
DI Yogyakarta | 43,74

Bali | 4349

Banten | 43,43

Kalimantan Timur | 38,25
Kep. Riau | 38,06

DKl Jakarta | 27,13
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Gambar 1.26 Proposal Biaya Pelatihan terhadap Rata-rata Pengeluaran per Kapita
Sumber: Susenas 2023, Google
Catatan: Biaya pelatihan yang digunakan diambil dari biaya pelatihan per kursus ($49/bulan dari

Google Career Certificates di Platform Coursera

Gambar 1.26 menggambarkan proporsi rata-rata biaya pelatihan bersertifikasi
dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita di setiap provinsi. Sebagai
ilustrasi, biaya rata-rata pelatihan bersertifikasi Google Academy di platform Coursera
per bulan mencapai sekitar $49 atau Rp757.341. Angka ini menunjukkan bahwa biaya
tersebut merupakan beban yang signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Sebagai
contoh, penduduk DKI Jakarta perlu mengalokasikan sekitar 27% dari pengeluaran
per kapitanya untuk mengikuti pelatihan ini. Sementara itu, di provinsi yang relatif
tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, biaya tersebut dapat mencapai hingga 78%

dari pengeluaran per kapita.
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Perlu diperhatikan bahwa biaya yang disebutkan adalah untuk satu bulan, sedangkan
peserta baru dapat memperoleh sertifikasi jika menyelesaikan kursus dalam waktu
sekitar 6 bulan, sehingga total biaya dapat mencapai $300. Selain itu, biaya pelatihan

lain mungkin berbeda, tergantung pada jenis dan bidang sertifikasi yang diikuti.

Ketidaksesuaian Pendidikan dan Pelatihan dengan Kebutuhan Industri.
Ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan industri
merupakan tantangan terutama dalam kerangka keterampilan digital. Dengan
keterampilan digital yang berkembang dengan cepat dan penyesuaian di industri yang
cepat beradaptasi, tema pelatihan yang ditentukan oleh penyedia pelatihan terutama
di level pusat seringkali tidak relevan dengan kebutuhan industri di daerah. Hal ini
yang menyebabkan potensi mismatch antara talenta digital yang dihasilkan dengan
kebutuhan industri lokal. Ketidakselarasan ini tidak hanya memperlambat integrasi
SDM ke dalam dunia kerja tetapi juga memperburuk ketimpangan antara daerah yang

lebih maju secara digital dengan yang tertinggal.

Selain itu, dinamika perubahan teknologi yang cepat menuntut sistem pelatihan yang
responsif, tetapi sistem pelatihan di Indonesia masih tertinggal dalam hal ini.
Penelitian yang seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja
digital secara makro masih sangat minim, yang berujung pada peta okupasi yang tidak
diperbarui secara tepat waktu. Hal ini mengakibatkan kompetensi tenaga kerja yang
tidak sesuai dengan permintaan pasar, sehingga lulusan pelatihan tidak siap untuk

berkontribusi secara efektif dalam industri yang terus berubah.

Perkembangan teknologi digital yang pesat, perbedaan kecepatan antara kebutuhan
industri dan penyesuaian di institusi pendidikan serta proses birokrasi seperti dalam
penyesuaian SKKNI menimbulkan kendala dalam proses penyesuaian antara
kebutuhan dengan kurikulum dan standar kompetensi yang diberikan. Kurikulum
pendidikan sering membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan
tuntutan pasar, karena proses revisi yang harus melalui beberapa tahap pengesahan
dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menyebabkan keterampilan yang
diajarkan kadang kurang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri
digital yang terus berkembang. Di sisi lain, standar kompetensi juga memerlukan
proses yang cermat dan tidak selalu dapat mengikuti perubahan teknologi yang cepat.

Tantangan lainnya adalah kolaborasi antara institusi pendidikan dan dunia industri
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yang masih perlu ditingkatkan, agar kurikulum dan pelatihan yang diberikan lebih
relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri digital saat ini. Kolaborasi yang lebih
erat diharapkan dapat mempercepat proses penyesuaian, sehingga pengembangan
SDM digital lebih efisien dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan di dunia

kerja digital.

Kendala dalam Implementasi Program Pelatihan. Dalam implementasi program
pelatihan, pemerintah menghadapi berbagai tantangan internal yang signifikan. Salah
satu isu utama adalah standar penyelenggaraan pelatihan yang belum sama untuk
semua wilayah. Selain itu, standar kompetensi pengajar yang belum tentu sesuai
dengan kebutuhan spesifik daerah juga menjadi hambatan. Kondisi ini memberikan
gambaran perlunya peningkatan relevansi pelatihan dengan peningkatan

keterampilan peserta pelatihan.

Kapasitas SDM di Balai Pelatihan juga merupakan tantangan tersendiri karena balai-
balai pelatihan memiliki keterbatasan dalam berinovasi, yang berdampak pada
kualitas pelatihan yang diselenggarakan. Ketimpangan dalam pembagian wilayah
kerja, target peserta, dan sumber daya juga menambah kompleksitas tantangan ini.
Wilayah-wilayah dengan ekosistem pelatihan digital yang lebih maju dan infrastruktur
yang lebih baik cenderung lebih diuntungkan, sementara daerah-daerah yang kurang

berkembang semakin tertinggal.

Tantangan lain dalam implementasi pelatihan adalah optimalisasi pengawasan dan
evaluasi (monitoring and evaluation/ monev) serta tata kelola pelatihan. Monev yang
dilakukan setiap enam bulan tidak cukup untuk memberikan umpan balik yang cepat
dan akurat, yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pelatihan secara kontinu.
Optimalisasi monev akan mempercepat proses perbaikan dan penyesuaian program
pelatihan, sehingga secara efektif memenuhi kebutuhan yang berkembang. Selain
itui, manajemen dan tata kelola pelatihan dalam pengembangan SDM digital juga
menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Manajemen data masih terpisah antar
satuan kerja menciptakan fragmentasi informasi, yang menghambat upaya
pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Selain itu, keterbatasan anggaran
untuk pengembangan SDM juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas

dan kualitas pelatihan yang diselenggarakan.
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Ketersediaan ASN dengan keterampilan digital. Tantangan SDM digital di
kalangan pemerintah salah satunya terletak pada bagaimana menentukan standar
yang seragam dalam penguasaan keterampilan digital yang dibutuhkan. Di era
transformasi digital, ASN diharuskan memiliki kompetensi yang relevan untuk
mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Keterampilan ini
meliputi kemampuan teknis dalam penggunaan perangkat lunak, data management,
sampai dengan keamanan siber yang memadai. Namun, pemetaan kualifikasi ASN
digital, terutama di level teknis dan manajerial, masih perlu dioptimalkan dalam rangka
mendukung produktivitas dan adopsi teknologi dalam pelayanan publik. Oleh karena
itu, dibutuhkan penyelerasan yang terpadu terkait sertifikasi keterampilan digital untuk

semua jenjang ASN.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kompetensi
pegawai pemerintahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik klasikal
maupun nonklasikal. Akan tetapi, belum ada payung hukum yang dapat menjadi dasar
untuk mendorong pelatihan di bidang digital serta konversinya untuk mendukung
peningkatan jabatan pegawai pemerintahan. Hal ini dibutuhkan dalam rangka

mendorong dan menginsentif peningkatan ASN digital.

1.3 Analisis SWOT Jangka Menengah

Strengt Opportunities

- Bonus demografi memberikan - Potensi pasar nasional yang
potensi pengembangan besar dapat mendorong
ekonomi digital yang semakin peningkatan adopsi teknologi
besar dan layanan digital.

- Penetrasi internet Indonesia - Potensi pasar nasional yang
cukup tinggi dan terus besar dapat mendorong
bertumbuh setiap tahun. peningkatan adopsi teknologi

- Ekosistem startup dan industri dan layanan digital.
digital berkembang  pesat, - Berbagai
mendorong  kebutuhan dan Kementerian/lembaga sedang
peluang kerja bagi talenta berprogress dalam ber-
digital. transformasi  digital dalam

- Kolaborasi lintas pemangku upaya peningkatan layanan
kepentingan (pemerintah— publik.
industri-universitas) mulai - Peluang kerja sama dengan
terbangun dalam media swasta dan lokal untuk
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pengembangan Kkurikulum dan
upskilling
Banyak wilayah baru yang telah

memperluas
pelatihan SDM
Meningkatnya minat generasi

jangkauan

terpenetrasi internet, membuka muda pada karir digital,
peluang pengembangan termasuk freelance dan
ekonomi. entrepreneurship digital.
Weaknesses Threats
- Kualitas SDM dan literasi digital - Disrupsi teknologi cepat:

masih rendah, terutama di
pedesaan (kesenjangan tinggi).
Ketidakseimbangan antara
kuantitas lulusan IT dengan
kualitas dan relevansi
kompetensi, terutama skills
praktis dan industry-ready.

Kurangnya standar nasional
kompetensi digital yang
terintegrasi (fragmentasi
kurikulum, sertifikasi, dan
kerangka kompetensi).
Koordinasi antar instansi
pemerintah masih lemah
sehingga program sering
tumpang tindih

Kesenjangan akses informasi

publik akibat jaringan humas
pemerintah yang belum
terkoordinasi secara optimal,
terutama di wilayah 3T.

kompetensi yang relevan saat
ini dapat cepat usang jika tidak

ada program continuous
learning.

Perubahan regulasi  yang
lambat dibanding
perkembangan teknologi dapat
menghambat implementasi

strategi SDM digital.
Kekhawatiran keamanan dan
privasi data, risiko keamanan
siber yang tinggi.
Meningkatnya kompetisi
dengan negara-negara regional
dalam memanfaatkan potensi
digitalisasi.

Kesiapan digital yang kurang.
Mindset masyarakat yang
belum siap menghadapi
perubahan dan perkembangan
digital.

Maraknya dampak sosial dari
adopsi digital, seperti penipuan,
judi online, disinformasi dan
misinformasi berpotensi
mengganggu stabilitas sosial
dan politik.

Tabel 1.3 Analisis SWOT




47

BAB Il

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS

2.1 Visi Kementerian Komunikasi dan Digital

“Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital

Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita”.

Visi Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

RPJMN 2025-2029

PN1 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila. PN3 | Melanjutkan Pengembangan
Du kungan + demokrasi, & Hak Asasi Manusia v Infrastruktur
Komdigi pada
PrioritasNasional

‘ I Memperkuat Tata Kelola dan
Mendor konomi jital '
PN2 | e e PN7 | Retormasi Birokrasi

. Visi Indonesia Digital 2045
4 ™ Maju, dan
Visi Komdigi
Transformasi Digital menuju dan irian digital
dalam rangka mewujudkan Asta Cita

Inclusive Empowering Trusted & Sovereign

Tujuan Komdigi

Konektivitas digital Exosistem digital yang Ruang digital yang aman
bermakna yang inkiusdt memberdayakan Gan berdautat
Pemerintah Digital Ekonomi Digital Masyarakat Digital
Ekosistem Tata Pengendalian - ¥ Industri Digital
Kelola dan Pengawasan m“'w"“’ - ""‘Gm" (Emerging
Oigital Ruang Digital Technologios)

Infrastruktur Digital

Fondasi Spektrum

Industri Teloko-
e dan Orbit s Teloko- Reney munikasi
Satelit munikasi Khusus

Internal Manajemen

Gambar 2.1 Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

Sumber : Komdigi, 2025

BPSDM Komdigi sebagai unit Eselon | di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital
(Kemkomdigi) memiliki mandat strategis dalam pengembangan dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital
mendukung visi Kemkomdigi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM

Komdigi berperan sebagai penggerak utama pembangunan kompetensi SDM yang
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adaptif terhadap perkembangan teknologi, inovasi, dan kebutuhan transformasi digital
nasional, serta secara konsisten mendukung pencapaian visi Kemkomdigi melalui
penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang terarah, terukur, dan
berkelanjutan. Harapannya, SDM Indonesia memahami tren global di bidang teknologi
dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan menumbuhkan
SDM dengan skill digital yang berdaya saing yang pada akhirnya menjadi aktor

penggerak untuk dapat mendukung kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia.

2.2 Misi Kementerian Komunikasi dan Digital

1. Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas dan
terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan;

2. Menetapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi
nasional, kedaulatan dan kemandirian digital;

3. Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi
digital diseluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan
kolaborasi pentagelix;

4. Menyelanggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan

informasi publik yang akuntabel dan terpercaya.

BPSDM Komdigi melaksanakan misi Kemkomdigi nomor 3 : Mengakselerasi adopsi
dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi digital diseluruh aspek, yaitu

pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan kolaborasi pentagelix, dengan upaya:

1. Meningkatkan talenta digital berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan
industri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
Upaya ini dilakukan untuk mengatasi mismatch antara kualitas SDM dengan
kebutuhan industri digital yang memiliki perubahan begitu cepat. Peningkatan
kualitas ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan
pelatihan sebagai institusi penting bagi peningkatan kualitas SDM. Dengan upaya
ini, maka Indonesia dapat menghasilkan SDM dengan skill digital yang berdaya

saing dan mampu mendukung kedaulatan dan kemandirian digital.

2. Mengakselerasi adopsi skill digital kalangan pimpinan aparatur
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Dengan mengakselerasi adopsi digital di kalangan pimpinan aparatur, akan
tercipta institusi yang mengedepankan transformasi digital yang andal dan aman.
Hal ini dikarenakan pimpinan aparatur adalah aktor penting dalam transformasi
digital pada institusi pemerintah. Mereka merupakan penggerak dan inisiator
dalam sebuah institusi yang memiliki pengaruh besar.

3. Meningkatkan literasi digital bagi kelompok masyarakat lainnya guna

memperkuat kapasitas pemanfaatan teknologi digital secara produktif, aman,

dan berkelanjutan
Peningkatan literasi digital bagi kelompok masyarakat lainnya merupakan langkah
strategis untuk memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam
memanfaatkan teknologi digital secara produktif, aman, dan berkelanjutan. Upaya
ini diarahkan tidak hanya pada penguasaan keterampilan teknis dasar, tetapi juga
pada pemahaman etika digital, keamanan informasi, serta kemampuan berpikir
kritis dalam mengakses dan mengelola informasi. Melalui pelaksanaan program
pelatihan, edukasi, dan pendampingan yang terstruktur dan inklusif, diharapkan
kelompok masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik, sekaligus
meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi di ruang digital.

3. Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data SDM digital dan Standar
Kompetensi Digital.
Upaya ini menggambarkan bahwa kedepannya BPSDM Komdigi tidak hanya unit
eselon 1 di bawah Komdigi yang menjalankan pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas skill digital. Namun juga memberikan dampak yang lebih luas dengan
menciptakan pemanfaatan data dan standar kompetensi digital yang dapat

digunakan oleh seluruh institusi pendidikan maupun pelatihan terkait digital.

2.3 Tujuan BPSDM Komdigi

Tujuan Kementerian Komdigi

Menciptakan Konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang

memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat

Indikator Tujuan:

1. Indeks Transformasi Digital Nasional
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2. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tujuan tersebut, BPSDM Komdigi

sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan berbagai upaya strategis melalui

akselerasi peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat digital yang diwujudkan

melalui implementasi berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran

strateqis.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Kementerian Komdigi menetapkan

sembilan sasaran strategis selama periode 2025-2029, yaitu:

© ® N o

Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan
Terjangkau

Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan
Khusus Secara Nasional

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital
Nasional

Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital

Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu
dan citizen centric

Menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif

Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik

Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

BPSDM Komdigi berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang

komunikasi, informasi, dan digital, sehingga mendukung beberapa sasaran strategis

yaitu :

1. Sasaran Strategis 4 : Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat
Digital

2. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik
Kemenkomdigi
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3. Sasaran Strategis 9 : Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif

dan resilien

Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, telah

diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko terhadap ketercapaian

sasaran tersebut. Berikut pemetaan identifikasi indikasi risiko untuk setiap sasaran

strategis Kemkomdigi pada BPSDM Komdigi.

Sasaran Strategis 4 : Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat

Digital

Indikasi Risiko

Perlakuan risiko

Ketimpangan Kompetensi digital
antar wilayah dan sektor

1. Memfasilitasi pelatihan dan modul
pembelajaran berdasarkan
kebutuhan

2. Melakukan kerjasama dengan
berbagai sektor untuk mendukung
peningkatan kompetensi digital

3. Melakukan survei terkait penilaian
tingkat literasi, keterampilan, dan
pemberdayaan digital masyarakat
Indonesia

4. Menyelaraskan program
Kemenkomdigi dengan agenda
digitalisasi lintas sektor di tingkat
pusat maupun daerah untuk
mendukung peningkatan
kompetensi digital nasional

5. Meningkatkan relevansi standar
kompetensi bidang komdigi dengan
industri

Penyebaran Disinformasi dan
Polarisasi Sosial/Kurangnya
kecakapan masyarakat dalam
menggunakan teknologi digital secara
aman dan etis

1. Memfasilitasi pelatihan untuk
peningkatan literasi digital
masyarakat Indonesia

2. Melakukan kerjasama dengan
berbagai sektor untuk mendukung
peningkatan literasi digital

3. Melakukan survei terkait penilaian
tingkat literasi, keterampilan, dam
pemberdayaan digital masyarakat
Indonesia

4. Memfasilitasi penigkatan literasi
digital bagi kelompok rentan dan
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anak

Kurangnya Kompetensi Digital
Aparatur di Era Digital

. Memfasilitasi pelatihan dan

pengembangan kurikulum yang
adaptif untuk peningkatan
kompetensi digital aparatur
Indonesia

. Melakukan kolaborasi dengan

industri dan akademisi dalam upaya
peningkatan kompetensi digital
ASN

. Melakukan survei pengukuran

untuk mengukur tingkat kompetensi
digital ASN Nasional

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik

Kemenkomdigi

Indikasi Risiko

Perlakuan risiko

Realisasi PNBP tidak optimal

. Optimalisasi pencatatan,

pemungutan, dan pelaporan PNBP
berbasis digital

Sinkronisasi dan integrasi data antar
sistem internal dan eksternal agar
data valid dan update

Sosialisasi regulasi, penguatan
mekanisme penagihan dan
penerapan sanksi atas
keterlambatan/ketidakpatuhan
Memperkuat budaya anti korupsi,
pelayanan prima dan zona integritas
serta, serta evaluasi tarif
Memperkuat penerapan SOP
pelayanan publik terkait izin
penggunaan frekuensi radio
Melakukan audit kepatuhan
terhadap tata cara pemungutan dan
penyetoran PNBP

Tabel 2.1 Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis dukungan BPSDM Komdigi
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BAB lil
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pemerintah memiliki Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan “Negara
Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut
diwujudkan melalui pencapaian sasaran-sasaran dan indikator pembangunan yang
ditetapkan melalui Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045 tersebut Visi Indonesia
Emas dituangkan ke dalam 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45
indikator utama pembangunan yang mencerminkan semangat kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pembangunan berfokus kepada upaya
transformasi super prioritas (game changers) dari lima agenda pembangunan RPJPN
2025-2045 yang meliputi: (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3)
Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan
Indonesia; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kemkomdigi menjalankan
peran strategis sebagai regulator dan fasilitator dalam bidang komunikasi dan digital

nasional.

Kemkomdigi sebagai leading sector di ekonomi digital bertanggung jawab secara
langsung untuk mewujudkan transformasi digital nasional sebagai bagian dari
Transformasi Ekonomi serta mewujudkan pembangunan komunikasi publik.
Transformasi digital dicapai melalui pengembangan super platform. Untuk
mendukung hal tersebut, arah kebijakan transformasi digital diarahkan pada
penguatan supply, penguasanaan teknologi, dan penguatan demand. Sementara
pembangunan komunikasi publik difokuskan pada peran komunikasi yang efektif
untuk mendukung setiap aspek trasformasi, terutama pada transformasi sosial dan
transformasi tata kelola. Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat
dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat serta

membangun kepercayaan publik. Dalam jangak panjang, diarahkan penyediaan
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komunikasi publik yang responsif terhadap dinamika sosial-budaya dan penyebaran
informasi yang relevan dalam mendukung penciptaan masyarakat yang partisipatif

dan terinformasi.

Pada tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah pada tahap | (2025-2029)
yang terutang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029 menekankan pada penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya
manusia berkualitas serta pertumbuhan berkelanjutan, dengan 5 (lima) sasaran
utama pembangunan : (1) Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2)
Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan
Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia
Meningkat; dan (5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.
Dalam mendukung ketercapaian sasaran tersebut, terdapat 8 Priioritas Nasional (PN).
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kemkomdigi akan berperan besar
untuk mendukung PN1, PN 2, PN 3, selain itu Kemkomdigi juga turut berperan
mendukung PN lain seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital.
Sedangkan BPSDM Komdigi berperan mendukung pada PN 1, PN 2, PN 3 selain itu
juga turut berperan mendukung PN lain seperti PN 4 dan PN 7.

sistem per Melanjutkan pengembangan
infrastruktur dan meningkatkan
5 " keamanan negara dan mendorol : "
Memperkokoh ideologi kemandirian bangsa melalui ng lapangan kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif
serta it

Memperkuat pembangunan sumber
daya manusia (SDM), sains, teknologi,
idil kesehatan, p! i
olahraga, kesetaraan gender, serta
9 peran p
i milenial dan i z), dan)
penyandang disabilitas.

Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan alam dan budaya,
serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil
dan makmur.

Pancasila, demokrasi, dan AP
hak asasi manusia (HAM) swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

industri di sentra produksi melalui
peran aktif koperasi.

Memperkuat reformasi politik,
hukum, dan birokrasi, serta
dan

Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri
berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah
di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari
bawah untuk pertu

pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan.

korupsi, r
judi, dan penyelundupan.

Gambar 3.1 Prioritas Nasional 2025-2029
Sumber: Bappenas, 2025

e Dalam mendukung PN 1, BPSDM Komdigi berperan untuk peningkatan kapasitas
SDM bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital.
e Dalam mendukung PN 2, BPSDM Komdigi berperan untuk pengembangan SDM

digital dan digitalisasi masyarakat.
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e Dalam mendukung PN 3, BPSDM Komdigi berperan untuk pengembangan
lapangan pekerjaan yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

e Dalam mendukung PN 4, BPSDM Komdigi berperan untuk peningkatan partisipasi
aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan

e Dalam mendukung PN 7, BPSDM Komdigi berperan untuk penguatan teknologi

pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemkomdigi

Arah kebijakan dan strategi Kemkomdigi 2025 — 2029 dirancang untuk mendukung
pencapaian delapan Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana yang terdapat
dalam RPJMN 2025 — 2029, sesuai dengan tugas dan fungsi KemKomdigi di bidang
komunikasi dan informatika. Rencana strategis KemKomdigi akan difokuskan untuk
mendukung terwujudnya transformasi digital nasional yang diturunkan pada PN 1, PN
2, PN 3 selain itu Kemkomdigi juga turut berperan mendukung PN lain seperti PN 7
yang berkaitan dengan pemerintahan digital pada periode RPJMN 2025 - 2029.

Indikator-indikator dalam RPJMN 2025-2029 tersebut kemudian diadopsi dan
diturunkan ke tingkat Komdigi dalam bentuk sasaran strategis dan program serta

sasaran program yang kemudian menjadi tanggung jawab satuan kerja di bawahnya.

Dalam berbagai dokumen perencanaan ke depan, Akselerasi digital merupakan
elemen penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ini tidak
hanya sebagai pendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi fondasi utama
dalam menciptakan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin
kompleks. Dengan akselerasi digital, Indonesia diharapkan mampu memperkuat
berbagai sektor ekonomi, memperluas inklusi digital, serta memanfaatkan potensi
besar dari ekonomi berbasis teknologi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, program
Kemenkomdigi akan dirancang untuk mencapai pengembangan ekosistem digital
yang produktif, ruang digital yang aman bagi masyarakat, dan masyarakat yang siap
dengan era digital masa depan. Program ke depan akan tidak hanya dilakukan untuk
mencapai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, namun juga
dilakukan untuk pengembangan ekosistem digital di berbagai wilayah dengan
mendorong transformasi digital di seluruh sektor termasuk pemerintah, ekonomi, dan

pembangunan SDM digital, sehingga ekonomi digital di daerah bisa secara bertahap
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bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya mengkontribusi pertumbuhan

ekonomi nasional.
3.2.1 Konektivitas Digital
a. Broadband

Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima tahun ke depan (2025-2029),
kebijakan bidang broadband diarahkan untuk mencapai konektivitas
broadband yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Untuk

mewujudkan hal tersebut, disusun lima sasaran program yaitu:

1. Meningkatnya coverage broadband yang menjangkau ke seluruh
Indonesia

2. Meningkatnya penetrasi dan utilisasi (take-up) internet broadband

3. Meningkatnya kualitas internet broadband nasional

4. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center
yang berkelanjutan

5. Meningkatnya pengembangan industri perangkat digital yang aman
b. Jaringan komunikasi layanan khusus

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), selain fokus
pada penyediaan konektivitas broadband yang merata dan berkualitas di seluruh
Indonesia, terdapat pula arah strategis untuk mempercepat penyediaan sistem
dan jaringan komunikasi layanan khusus yang mencakup percepatan integrasi
sistem kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan alokasi spektrum

frekuensi radio untuk mendukung kebutuhan layanan khusus.

3.2.2 Ekosistem Digital

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem

digital nasional
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Dalam agenda perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, kebijakan
pada bidang ekonomi digital diarahkan melalui sasaran strategis meningkatnya
pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional. Selain
untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2045, agenda ini juga
diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Komdigi dalam pertumbuhan
ekonomi digital nasional. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung

program tersebut adalah :

1. Meningkatnya penciptaan nilai ekonomi digital dengan penguatan
ekosistem digital nasional

2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Al dan teknologi baru
di sektor strategis nasional

3. Meningkatnya pertumbuhan industri pos logistik dan penyiaran

4. Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital
3.2.3 Pemerintah Digital

a. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang

terpadu dan citizen centric

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025 — 2029), pemerintahan
berbasis digital dan pengembangan sistem smart government menjadi kunci
dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan
efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.. Untuk mewujudkan

hal tersebut disusun dua sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital

2. Mengakselerasi transformasi digital daerah

3.2.4 Pengawasan Ruang Digital

a. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat
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Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), keamanan dan
kedaulatan ruang digital menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem
digital yang inklusif dan berdaya saing. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang
pengawasan ruang digital difokuskan pada penguatan sistem keamanan
negara dan terciptanya kesetaraan di ruang digital. Untuk mewujudkan hal

tersebut disusun dua sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital
2. Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas dan transaksi

masyarakat
3.2.5 SDM dan Masyarakat Dlgital

Salah satu kompomnen penting dalam mendukung ekonomi digital adalah
pembangunan SDM digital. Sehingga arah kebijakan pada periode 2025-2029
akan difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas

masyarakat, dengan berbagai upaya strategis, yaitu:

1. Akselerasi pengembangna komptensi digital SDM nasional sesuai dengan
kebutuhan industri ke depan

2. Mempercepat akselerasi komptensi SDM aparatur dan kepemimpinan
digital

3. Mengakselerasi masyarakat digital untuk bijak dan produktif dalam

penggunaan internet
3.2.6 Komunikasi Publik dan Media

Arah kebijakan komunikasi publik pada periode 2025-2029 akan difokuskan
untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi yang inklusif dan berkulitas.
Peran strategis Kemkomdigi dalam mendukung pencapaian prioritas nasional
melalui komunikasi publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan

masyarakat. Dengan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional

2. Meningkatnya kapatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik

3.2.7 Kuasi Publik
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Pada periode 2025-2029, Kemkomdigi turut berperan dalam menaungi tiga
lembaga kuasi publik yaitu Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, khususnya pada sisi penyelenggaraan
kesekretariatan dan penganggaran, sedangkan secara substansi, ketiga komisi
tersebut memiliki tanggungjawab kinerja secara langsung kepada Presiden
sesuai mandat yang diatur dalam perundang-undangan dimasing-masing
lembaga. Dalam penyelenggaran komunikasi publik melalui lembaga kuasi
menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem
informasi, media massa memiliki fungsi dalam penyebaran informasi publik dan

menjaga akuntabilitas memalui jurnalisme yang bertanggungjawab.
3.2.8 Dukungan Manajemen

Transformasi internal melalui penguatan manajemen adaptif dan resilien
menjadi fondasi utama Kemkomdigi mendukung pencapaian tujuan
pembangunan digital nasional. Trasnformasi inrenal akan diarahkan untuk
membangun tata kelola yang responsif terhadap perubahan. Dengan
manajemen yang adaptif akan mampu mengantisipasi tantangan serta
menyesuaian strategi dan operasional secara tepat waktu, dan dengan
manajemen yang resilien akan ditekankan pada ketahanan organisasi dalam
menghadapi krisis dan disrupsi. Adapun sasaran sasaran strategis yang akan

dilakukan, yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birorasi di Komdigi
untuk mendung transformasi digital nasional
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam

memperkuat tranformasi digital bermakna

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPSDM Komdigi

Arah kebijakan dan strategi BPSDM Komdigi disusun sebagai acuan program kerja
yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mencapai
amant sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan bertumpu
kepada tugas dan fungsi BPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Komunikasi dan Digital. BPSDM Komdigi sebagai satuan kerja Kemenkomdigi
diberikan tanggungjawab dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya
manusia di bidang komunikasi, informatika, dan digital. Untuk melaksanakan tugasnya

tersebut BPSDM Komdigi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di

bidang komunikasi, informasi, dan digital;

b) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi,

informasi, dan digital;

c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan

digital;

d) pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Digital; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyusunan arah kebijakan dan strategi dilakukan melalui analisis mendalam
terhadap aspek internal dan eksternal BPSDM Komdigi untuk menyesuaikan dengan
perubahan lingkungan strategis yang meliputi tren, permasalahan, dan potensi
pengembangan organisasi ke depan. Selain itu, arah kebijakan dan strategi yang
disusun melalui pendekatan yang menggabungkan perspektif satuan-satuan kerja
BPSDM Komdigi dan UPT di wilayah-wilayah strategis yang representatif.
Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa dapat didesain kebijakan yang
sesuai dengan tujuan dan kondisi riil yang membutuhkan intervensi kebijakan serta

bersifat implementatif pada pelaksanaannya.

Intervensi BPSDM Komdigi terbagi dalam beberapa arah kebijakan, menggambarkan
dua komponen utama pengembangan SDM digital nasional: kelompok talenta digital
dan peran BPSDM Komdigi. Pada kelompok talenta terbagi ke dalam tiga jenis talenta
digital, yaitu pengembangan talenta digital untuk kebutuhan industri, talenta digital
pemerintah (ASN) dan talenta digital yang bijak dan produktif. Lebih jauh lagi, arah

kebijakan dan strategi yang disusun memberikan sorotan tidak hanya pada peran



BPSDM Komdigi dalam menyelenggarakan pelatihan tetapi juga peran sebagai

perumusan kebijakan dan membangun ekosistem pelatihan digital nasional.

Arah Kebijakan 1: Akselerasi Pengembangan kompetensi digital SDM sesuai

kebutuhan industri ke depan

Arah kebijakan ini berfokus pada upaya pengembangan kompetensi dan

meningkatkan ketersedian talenta digital yang berdaya saing dan sesuai dengan

kebutuhan industri. SDM akan dibekali dengan keterampilan digital yang adaptif

terdapat perkembangan teknologi yang terus berkembang. Fokus strategi pada arah

kebijakan ini adalah akses terhadap pelatihan keterampilan digital dan pendidikan

digital. Termasuk pada arah kebijakan ini adalah pengembangan sertifikasi dan

pendidikan tinggi berbasis vokasi oleh Komdigi. Pelaksanaan arah kebijakan ini

dilakukan dengan:

a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Talenta Digital

Strategi

Deskripsi

Ketersediaan materi dan akses
pelatihan digital untuk seluruh
masyarakat

Penyenggaraan pelatihan SDM digital
nasional

Pemberian beasiswa bidang komdigi
bagi masyarakat

Penyusunan materi pembelajaran untuk
mendukung pelaksanaan pelatihan

Penyediaan Platform sebagai strategi
transformasi SDM Digital dalam
ekosistem pembelajaran digital

Pemberdayaan talenta digital
Indonesia

Pemberian kesempatan magang,
penyaluran kesempatan kerja

Menjalin kolaborasi pembinaan talenta
Al unggulan Indonesia melalui program
Artificial Inteligent Talent Factory (AITF)

b. Meningkatnya SDM Vokasi yang Bertalenta Digital

Strategi

Deskripsi
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Meningkatkan kualitas SDM digital Penyelenggaraan pelatihan dan
melalui pendekatan kerangka kerja | sertifikasi berbasis SKKNI bidang
nasional komunikasi dan digital

Menjalin kemitraan dengan perguruan
tinggi untuk pelaksanaan pelatihan
digital

c. Meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri

Strategi Deskripsi
Mengembangkan kerangka kerja Penyusunan kerangka kebijakan
nasional untuk mendukung standar kompetensi SDM digital seperti
ekosistem SDM komunikasi dan rancangan SKKNI/KKNI dan peta
digital okupasi bidang komunikasi dan digital

Penyusunan rekomendasi kebijakan
pemanfaatan standar kompetensi
bidang komunikasi dan digital

Mendorong stakeholders
memanfaatkan standar kompetensi

d. Meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan dan kebijakan

SDM digital nasional

Strategi Deskripsi
Optimalisasi pengumpulan dan Pengolahan dan analisis data SDM
sinkronisasi data untuk pemanfaatan | digital melalui pengukuran Indeks
data SDM digital Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Mengelola layanan dan pengembangan
fitur sistem informasi untuk
pengembangan SDM digital nasional
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Peningkatan kualitas dan aksesibilitas
data SDM digital

Melakukan pengelolaan, pengolahan,
analisis data, serta diseminasi informasi
SDM digital

e. Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang komdigi yang selaras dengan

kebutuhan pasar kerja

Strategi

Deskripsi

Meningkatkan lulusan dengan
kompetensi digital yang sesuai
dengan kebutuhan industri

Merencanakan dan menyelenggarakan
kegiatan pendidikan tinggi Kementerian
Komdigi

Penyelanggaraan penelitian, inovasi dan
pengabdian masyarakat

Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang

diselenggarakan Kemkomdigi

Penyelenggaraan kerjasama dengan industri

digital

f. Memperkuat ekosistem platform digital

pengembangan kompetensi digital SDM

yang dapat mendukung program

Strategi

Deskripsi

Peningkatan kualitas dan keberlanjutan
infrastruktur platform pelatihan digital

Pengembangan  dan optimalisasi

platform SDM digital

Penerapan standar kualitas layanan
melalui sertifikasi standar terkait, untuk
platform SDM digital
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Penguatan tata kelola Teknologi
Informasi untuk menjamin keamanan,
keandalan, dan keberlanjutan layanan

Penguatan kolaborasi dan integrasi
data dalam ekosistem pengembangan
SDM digital

Arah Kebijakan 2 : Mempercepat akselerasi kompetensi sdm aparatur dan
kepemimpinan digital

Arah kebijakan ini berorientasi pada pengembangan keterampilan digital ASN dan
keterampilan kepemimpinan digital. Pengembangan keterampilan digital bagi ASN
ditujukan untuk mengembangan SDM digital pemerintah yang berketerampilan digital
sebagai pondasi transformasi digital di pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Namun, terdapat tantangan yang
dihadapi seperti keterbatasan keterampilan digital di kalangan ASN yang membuat
adopsi teknologi digital berjalan dengan lambat. Untuk menjawab tantangan tersebut,
diperlukan langkah-langkah strategis melalui pelatihan dan pengembangan
keterampilan digital yang mencakup penguasaan teknologi dasar hingga tingkat
lanjut, serta akses terhadap modul-modul pembelajaran digital yang relevan dan
mudah diakses oleh ASN di seluruh wilayah baik tingkat pusat maupun daerah. Di
samping itu, pelatihan kepemimpinan ASN digital juga diperlukan untuk memastikan
agar para pemimpin dapat memfasilitasi proses transformasi digital secara lebih

optimal.

a. Meningkatnya Kompetensi Aparatur di Era Digital

Strategi Deskrispsi

Meningkatkan kualitas dan akses Perencanaan dan pelaksanaan
pelatihan digital bagi seluruh ASN pelatihan digital bagi seluruh ASN

Kolaborasi dengan industri dan
akademisi dalam penyelenggaraan
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pelatihan digital

Penyediaan akses materi
pembelajaran untuk mendukung self-
paced learning

Pemberian pelatihan untuk jabatan
fungsional bidang komdigi

b. Meningkatnya Keterampilan Aparatur Kemenkomdigi di Era Digital

Strategi Deskripsi
Penyediaan pelatihan digital bagi Merencanakan dan melaksanakan
seluruh ASN Kemenkomdigi pelatihan digital bagi ASN

Kemenkomdigi

Kolaborasi dengan industri, lembaga
dan akademisi dalam
penyelenggaraan pelatihan digital

c. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan SDM Aparatur

Strategi Deskripsi

Penyediaan pelatihan kepemimpinan | Pengembangan kurikulum pelatihan
digital bagi aparatur kepemimpinan digital yang adaptif

Kemitraan dengan institusi
pendidikan dan privat dalam
menyelenggarakan pelatihan

Arah Kebijakan 3 : Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan
bijak dalam menggunakan internet

Arah kebijakan ini berorientasi pada percepatan tranformasi digital masyarakat
Indonesia. Dalam era transformasi digital yang semakin pesat tersebut, penggunaan
teknologi oleh masyarakat tidak hanya menjadi tanda kemajuan teknologi di suatu
wilayah, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh masyarakat tersebut dapat
beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namun,

kemajuan dan kemudahan teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri seperti
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penggunaan teknologi yang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif dan
peningkatan kualitas hidup. Lebih lanjut, saat ini terdapat peningkatan
penyalahgunaan internet yang terlihat dari maraknya praktik judi online, penyebaran
hoaks, konten negatif, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan lainnya. Untuk
mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis melalui pemberian literasi digital
sesuai kebutuhan masyarakat yang mencakup etika, budaya, dan keamanan, serta
pelatihan keterampilan digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain
itu, literasi digital juga perlu diarahkan untuk kelompok-kelompok masyarakat agar

pelaksanaannya dapat merata dan inklusif.

Meningkatnya Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk

Produktivitas

Strategi Deskripsi
Perluasan akses literasi digital dan Menyelenggarakan pelatihan
pelatihan keterampilan digital keterampilan digital dasar untuk
masyarakat masyarakat

Meningkatkan literasi digital
masyarakat, termasuk anak dan
kelompok rentan

Penyelenggaraan Training of
Trainers (TOT) kepada pandu digital
yang dapat membantu dalam
perluasan penyebaran literasi digital
kepada masyarakat

Selain menetapkan arah kebijakan untuk SDM dan masyarakat, diperlukan juga
menetapkan arah kebijakan untuk interdal BPSDM Komdigi, yaitu terkait dengan tata

kelola dan dukungan manajemen.

Arah Kebijakan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di
BPSDM Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional
Untuk mendukung transformasi digital, diperlukan pengelolaan dan penguatan

birokrasi yang efisien, adatif dan berorientasi pada hasil.



67

a. Meningkatnya kualitas tata kelola BPSDM Komdigi yang efektif dan efisien

Strategi Deskripsi

Peningkatan SDM yang Berakhlak Melaksanakan manajemen ASN
BPSDM Komdigi yang meliputi
perencanaan, pengadaan, promosi,
mutasi, manajemen kinerja, disiplin,
penghargaan, perlindungan,
pelayanan, implementasi core value
ASN

Penyenggaraan pengembangan
ASN BPSDM Komdigi

Peningkatan kualitas tata kelola Melakukan penyusunan proses
organisasi yang tepat fungsi bisnis, SOP, dan penyesuaian
sistem kerja yang selaras dengan
aturan perundang-undangan

Melaksanakan perencanaan dan
evaluasi terkait dengan tata kelola
organisasi

Peningkatan kualitas perencanaan, | Melakukan penyusunan
penganggaran perencanaan dan penganggaran

Melakukan monitoring dan evaluasi
perencanaan dan penganggaran

Melakukan singkornisasi
perencanaan dan penganggaran

Peningkatan sinigritas dengan Menyenggarakan kerjasama baik
stakeholder dengan pemerintah atau non
pemerintah dibidang komdigi

Peningkatan tata kelola keuangan Menyenggarakan pengelolaan

yang akuntabel keuangan melalui koordinasi
pelaksanaan keuangan, penyusunan
laporan keuangan, pembinaan
perbendaharaan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan
secara berkala

Melaksanakan pengelolaan
adminitrasi pengelolaan belanja
operasional, termasuk
melaksanakan pemantauan dan
evaluasinya
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Peningkatan tata kelola Barang Milik
Negara yang akuntabel

Melaksanakan pengelolaan dan
pembinaan teknis Barang Milik
Negara (BMN) yang mencakup
pencatatan, pelaporan, penilaian,
penghapusan, serta pemantauan
efektivitas pemanfaatan aset di
BPSDM Komdigi

Penguatan tata kelola layanan
umum yang efektif dan efisien

Melaksanakan tata usaha pimpinan

Pengelolaan sarana dan prasarana
serta perlengkapan

Melaksanaan publikasi dan
kehumasan

Melaksanaan tata kelola kearsipan

b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien

Strategi

Deskripsi

Peningkatan SDM STMM yang
Berakhlak

Melaksanakan manajemen ASN
STMM yang meliputi perencanaan,
pengadaan, promosi, mutasi,
manajemen kinerja, disiplin,
penghargaan, perlindungan,
pelayanan

Penyelenggaraan pengembangan
ASN STMM

Peningkatan kualitas perencanaan,
penganggaran

Melakukan penyusunan
perencanaan dan penganggaran

Melakukan monitoring dan evaluasi
perencanaan dan penganggaran

Melakukan sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran

Peningkatan tata kelola keuangan
yang akuntabel

Menyenggarakan pengelolaan
keuangan

Melaksanakan pengelolaan
administrasi pengelolaan belanja
operasional
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Penguatan tata kelola layanan Melaksanakan tata usaha
umum yang efektif dan efisien perlengkapan dan rumah tangga

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam pengembangan SDM digital nasional, dibutuhkan kerangka regulasi
sebagai payung hukum. Kerangka regulasi tersebut mencakup perubahan,
pencabutan, dan/atau pengesahan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan
strategis, proses bisnis, dan pelaksanaan kinerja BPSDM Komdigi dalam mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan kerangka regulasi utamanya
mempertimbangkan urgensi yang didasarkan kepada evaluasi regulasi yang sudah
ada dan pelaksanaannya, serta kebutuhan pengembangan ke depan merespons
perubahan yang sudah dan akan terjadi di masa depan. Selain itu, penyusunan
kerangka regulasi ke depan harus mempertimbangkan kebutuhan kerja sama dan
kolaborasi lintas kementerian/lembaga, khususnya yang terkait dengan peran
Komdigi—dalam hal ini BPSDM Komdigi—sebagai leading sector dalam hal
pengembangan standar dan keterampilan SDM digital nasional baik di pemerintahan,

industri, bisnis, dan masyarakat luas.

Adapun kerangka regulasi yang diperlukan dalam agenda perencanaan lima tahun ke

depan diantaranya sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Corporate
University Kementerian Komunikasi dan Digital, peraturan ini penting sarana
sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi.

2. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana
Induk Pengembangan SKKNI Bidang Komdigi, saat ini belum ada peta jalan atau
rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis pembina sektor kominfo
mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara keseluruhan.

3. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang

Komdigi, hal ini penting terkait dengan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri
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pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Kominfo terbitan
tahun 2025 sampai dengan 2029.

Selain penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, BPSDM
Komdigi juga ikut berperan dalam regulasi dukungan manajemen dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di BPSDM Komdigi
untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berdaya saing tinggi
dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu terkait dengan penyusunan
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata
Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi

dan Digital.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Untuk dapat mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan dibutuhkan struktur kerangka kelembagaan yang efektif
dan efisien dalam menjalankan program kerja. Penyesuaian kerangka kelembagaan
diperlukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan memastikan relevansi struktur
organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan. Bagi BPSDM Komdigi, hal
tersebut dimaknai sebagai kewajiban untuk menyesuaikan kerangka kelembagaan
dengan tupoksi BPSDM Komdigi ke depan, yaitu diantaranya sebagai pengemban
fungsi perumusan kebijakan sekaligus pelaksana pengembangan SDM digital
nasional. Program dan sasaran-sasaran yang ditetapkan berfungsi sebagai acuan

penyusunan struktur organisasi dan prioritas alokasi sumber daya.

BPSDM Komdigi yang dipimpin oleh Kepala Badan berperan dalam rangka
mendukung Menteri Komdigi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang
komunikasi, informasi, dan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Komdigi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam melaksanakan tugasnya, BPSDM

Komdigi memiliki fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang

komunikasi, informasi, dan digital;
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2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi,
informasi, dan digital;

3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan
digital;

4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Badan dibantu oleh 5 (delapan)

Satuan Kerja (Satker) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon Il, terdiri atas:

Sekretariat Badan;
Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
Pusat Pengembangan Talenta Digital,

Pusat Pengembangan Literasi Digital; dan

o k0 bd =

Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital.

BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOMUNIKASI DAN
DIGITAL

PUSAT
PENGEMBANGAN APARATUR
KOMUNIKAS! DAN TAl

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPSDM Komdigi Sesuai Permenkomdigi
Nomor 1 Tahun 2025

Selain itu dalam mendukung pengembangan SDM digital terdapat 10 Unit Pelaksana

Teknis (UPT) yang terdiri dari 1 satuan pendidikan tinggi dan 9 UPT pengembangan



72

SDM. Masing-masing satuan kerja memiliki tupoksi dan target yang
merepresentasikan aspek pengembangan keterampilan digital secara nasional. Untuk
mendukung hal tersebut diperlukan diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan

kondisi dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlepas dari perubahan kerangka kelembagaan dari masing-masing satuan kerja,
fungsi dan tugas BPSDM Komdigi diharapkan dapat menyesuaikan dengan upaya
pembangunan ekosistem pelatihan digital nasional. Ke depannya, BPSDM Komdigi
dan satuan kerja di bawahnya akan bertransformasi untuk mengakomodir fokus
pengembangan ekosistem pelatihan digital dan tidak hanya berperan sebagai
pelaksana pelatihan melalui satuan kerja pelaksana teknis maupun satuan kerja

eselon Il.
3.5.1 Sekolah Tinggi Multi Media

STMM akan melaksanakan perubahan bentuk Sekolah Tinggi menjadi Politeknik
dengan nama Politeknik Multimedia dan Digital Indonesia (PMDI) yang rencananya
akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Perubahan kelembagaan tersebut,
dilaksanakan dengan pemenuhan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 57 Tahun 2022 dimana PTKL menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Lain atau LPNK. Sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi
dan Digital, khususnya pada Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital juga
mengalami transformasi tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan pengembangan
sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital. Waktu
penyelesaian perubahan bentuk Perguruan Tinggi dijadwalkan akan dilaksanakan
pada akhir Tahun 2026 atau awal Tahun 2027 atau bisa lebih cepat setelah peresmian

prodi-prodi baru di bidang keilmuan Digital dilaksanakan.
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,,’2.—-’ SEKOLAH TINGG!

PETA JALAN CAPAIAN =—
STITNT %

NSTRA 2025-2029
2025 2026 2027

Institution Planning: Institution Institution
Development & Transformation
Governance:

1. Roadmap & Standar 1. Penyesuaian nama 1. Perubahan
layanan kinerja prodi eksisting kelembagaan
Tridharma berbasis digital perguruan tinggi
(pendidikan, riset 2, Penggunaan kurikulum 2. Pembukaan prodi
dan abdimas) OBE (Outcome-Based baru bidang digital
2. Roadmap Education) 3. Pembukaan program
kelembagaan (SDM, 3.Pembukaan program magister, profesi, dan
Keuangan, BMN, SI, RPL dan Microcredential pembelajaran jarak jauh
TataKelola) 4, Akreditasi laboratorium, 4. Perijinan status BLU
3. Pelaksanaan layanan perpustakaan, dan 5. Pengembangan
4, Penerapan SPMI pusat studi sarpras dan SDM
5, Persiapan 6. Pengembangan
kelembagaan BLU standar SPMI
(Badan Layanan 7 Penguatan kerjasama
Umum) internasional

2029

Internationalization International
& National Recognition &
Accreditation: Institution

: Accreditation:
1. Pengembangan

kerjasama 1. Akreditasi intitusi
internasional s unggul

2. Teaching FactoryBase ':.j' 2. Lulusan berdaya
Industry Collaboration @8  saing global

3. Fasilitasi 3. Akreditasi
internasonalisasi = internasional prodi
dosen dan mahasiswa S 4. Rekognisi

4, Riset & abdimas internasional dari
bereputasi risetdan abdimas

internasional 5. Pembukaan prodi
5. Akreditasi unggul internasional
prodi
6. Peresmian status BLU

THe ReAL MULTIMEDIA Ano DIGITAL camrus p mmtc.ac.id

Gambar 3.4 Peta Jalan Capaian Renstra 2025-2029
Sekolah Tinggi Multi Media akan membuka 7 prodi baru antara lain:
1) Magister Terapan Kepemimpinan Digital (Kedinasan-Tugas Belajar),
2) Pendidikan Profesi Perekayasaan Digital (Kedinasan-Tugas Belajar),
3) Sarjana Terapan (D-1V) Rekayasa Infrastruktur Digital (Kedinasan-lkatan Dinas),
4) Sarjana Terapan (D-1V) Layanan Publik Digital (Non Kedinasan),
5) Sarjana Terapan (D-IV) Teknologi Digital (Non Kedinasan),
6) Sarjana Terapan (D-IV) Komunikasi Media Digital (Non Kedinasan),

7) Sarjana Terapan (D-IV) Komunikasi dan Media Digital (Pembelajaran Jarak Jauh-

Non Kedinasan)
3.5.2 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Saat ini telah disusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Komunikasi dan Digital disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
yang menetapkan BRIN sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan fungsi penelitian.
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Sejalan dengan ketentuan tersebut, fungsi penelitian tidak lagi melekat pada Unit
Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan

Digital.

Selain itu, Peraturan Menteri ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kebijakan
tersebut berdampak pada penataan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Badan Pengembangan SDM Komdigi, termasuk penyederhanaan struktur organisasi

serta penyesuaian tugas dan fungsi jabatan Eselon Ill dan Eselon IV.

Dengan demikian, Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tugas, fungsi, dan
struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Komunikasi dan Digital, serta ketentuan lain yang meliputi kedudukan, tata
kerja, eselonisasi, dan Lokasi dan Wilayah Kerja guna mewujudkan organisasi yang
efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi

dan pengembangan sumber daya manusia digital.
Pokok Substansi yang Disepakati:
a. UPT di bawah BPSDM Komdigi ditetapkan terdiri dari :

1. Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi (Medan dan Makassar); -
2. Balai Pelatihan SDM Komdigi (Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogya,
Banjarmasin, Manado, Bekasi);

3. Balai Pelatihan Talenta Komdigi.

b. Lokasi UPT berdasarkan kota/kabupaten dan provinsi (Medan, Makassar, Jakarta,

Bandung, Sidoarjo, Bantul, Banjarmasin, Manado, Bekasi)
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Kemkomdigi
menetapkan 9 sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin
dicapai secara nyata oleh Kementerian dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas
ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk
mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur
dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur
dengan menggunakan Indikator Kinerja Program. Dari 9 sasaran strategis yang
ditetapkan di Kemkomdigi, BPSDM Komdigi berperan dalam mendukung 3 sasaran
strategis.

Sasaran Strategis (SS)/ Target
Indiaktor Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

2025 2026 2027 2028 2029
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S$S.04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital

Birokrasi Kemenkomdigi

IKSS 4.1 - Indeks Masyarakat 45,23 47,23 49,23 51,23 53,23
Digital Indonesia (IMDI)

IKSS 4.2 - Indeks TDN pilar 52,08 52,12 52,16 52,20 52,24
Masyarakat

IKSS 4.3 - Peningkatan Tenaga 3,21% 3,71% 4.21% 4,71% 521%
Kerja Sektor TIK (kumulatif)

IKSS 4.4 - Tingkat ASN yang - 1,80% 2,10% 2,40% 2,70%
memiliki kompetensi digital

SS. 07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkodigi

IKSS.7.2 Persentase Capaian 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi Penerimaan PNBP

Kemenkomdigi

SS. 09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

IKSS. 9.1 Indeks Reformasi 87 88 89 90 91

Tabel 4.1 Target Kinerja Kemkomdigi 2025-2029 terkait BPSDM Komdigi

Untuk mendukung pencapaian tersebut BPSDM Komdigi menetapkan 5 sasaran

program, dengan 7 indikator kinerja sasaran program :

Sasaran Program (SP) /
Indikator Kinerja Sasaran
Program (IKSP)

Target

2025

2026

2027

2028

2029

SP 01 - Akselerasi pengembangan kompetensi digital sdm nasional sesuai kebutuhan industri ke

tenaga kerja dengan
keterampilan digital

depan

01 - Nilai IMDI pada pilar 40,09 42,09 44,09 46,09 48,09
pekerjaan

02 - Persentase (%) peningkatan 6,5% 6,75% 7% 7,25% 7,5%

SP 02 - Mempercepat akselerasi kompetensi sdm aparatur dan kepemimpinan digital
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pengembangan kompetensi
kepemimpinan digital ASN bagi
organisasi

01 - Persentase (%) dampak 87% 87% 88% 88% 89%
pengembangan kompetensi
digital ASN bagi organisasi
02 - Persentase (%) dampak 80% 80% 83% 85% 85%

SP 3 - Mengakselerasi masyarak

at digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet

01 - Nilai IMDI pada pilar literasi 60,25 62,25 64,25 66,25 68,25
digital

02 - Proporsi remaja dan dewasa 83% 85% 86% 88% 90%
Usia 15-59 tahun dengan

keterampilan Teknologi Informasi

Dan Komputer (TIK)

SP 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital

01 - Persentase Realisasi 100% 100% 100% 100% 100%

Penerimaan PNBP Bidang
Talenta Digital

SP. 5 - Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung
Tranformasi Digital Nasional

01 - Persentase (%) 100% 100% 100% 100% 100%
Implementasi Reformasi
Birokrasi RB di BPSDM Komdigi
Berdasarkan Rencana Aksi RB
Tematik

Tabel 4.2 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka
menengah periode 2025-2029, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai.
Alokasi belanja akan direncanakan secara sistematis dan terstruktur guna
memastikan setiap rupiah memberikan dampak optimal. Penyusunan indikasi
pendanaan periode 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan anggaran untuk mencapai
target yang ditetapkan dan disesuaikan dengan agenda pembangunan nasional serta
program BPSDM Komdigi. Pendanaan di BPSDM Komdigi bersumber dari Rupiah
Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), selain itu juga dimungkingkan

sumber dana lainya seperti dari hibah dan lain sebagainya :
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Program 2025 2026 2027 2028 2029
Program Pengembangan
dan Penguatan Ekosistem 251,821 | 548,776 | 548,189 | 554,525 | 560,107
dan Ruang Digital
Program Dukungan

. 185,395 | 269,881 | 226,022 | 237,296 | 249,261

Manajemen

Total 437,216 | 824,406 | 786,129 | 791,821 | 809,369

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPSDM Komdigi 2025-2029 (dalam Juta)
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BAB V
PENUTUP

Renstra BPSDM Komdigi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
tahun 2025-2029 untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dalam
pembangunan sumber daya manusia dibidang digital. Dimana dalam
penyusunannya berpedoman pada dokumen Renstra Kemkomdigi 2025-2029.
Dokumen Renstra ini juga menjadi pedoman dalam mendorong dan
mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, serta inovasi dalam
pengembangan SDM digital yang disusun setiap tahun dalam Rencana Kerja
(Renja).

Renstra ini diharapkan dapat menjadi wujud komitmen BPSDM Komdigi, dimana
diperlukan komitmen seluruh jajaran BPSDM Komdigi dalam pemanfaatan
teknologi digital dalam rangka menciptakan SDM digital yang berdaya saing

dalam rangka menciptakan masa depan yang lebih maju dan sejahtera.



Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029

TARGET

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /
INDIKATOR

PROGRAM /
KEGIATAN

RPJMN/NON

RPJMN Baseline

Definisi
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

Sasaran Kementerian yang Terkait BPSDM Komdigi

SS. 4

04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital

IKSS.4.1

01 - Indeks Masyarakat Digital Indonesia
(IMDI)

IMDI merupakan instrumen strategis
untuk memahami kondisi masyarakat
digital di Indonesia secara menyeluruh,
mulai dari skala nasional hingga tingkat
kabupaten/kota, mencakup berbagai
aspek, termasuk literasi digital, akses
infrastruktur, pemberdayaan masyarakat,
serta pemanfaatan teknologi dalam
kehidupan

sehari-hari.

Non RPJMN

43,34
(Komdigi,
2024)

44.34

45.34

46.34

47.34

53.23

IKSS.4.2

02 - Indeks TDN pilar Masyarakat

Indeks TDN Pilar Masyarakat mengukur
kesiapan dan daya saing masyarakat
dalam ekosistem digital mencakup
kemampuan masyarakat untuk
beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan
berinovasi dalam menghadapi perubahan
digital. Pengukuran dilakukan tiap tahun
oleh Biro Perencanaan, dengan lagging 1
tahun pelaksanaan program

RPJMN

51,75
(Komdigi,
2022)

52.08

52.12

52.16

52.20

52.24

1IKSS.4.3

03 - Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK
(kumulatif) (%)

Persentase peningkatan jumlah tenaga
kerja yang bekerja di sektor TIK yang
bertambah selama periode waktu tertentu
(kumulatif dari tahun 2025). Data
diperoleh dari BPS. Pengukuran akan
dilakukan tiap tahun oleh

BPSDM.

RPJMN

3%
(BPS, 2024)

3.21%

3.71%

4.21%

4.71%

5.21%

IKSS.4.4

04 - Tingkat ASN yang memiliki kompetensi

digital

Survey kompetensi ASN digital Nasional
berupa pengetahuan, keterampilan, dan
sikap ASN yang dapat diukur dan
diamati untuk memimpin dan mengelola
transformasi digital serta berkontribusi
pada keberhasilan dalam suatu pekerjaan
atau jabatan.

Non RPUMN

1.86
(Komdigi
2025)

1.8

2.4

2.7

S8.7

07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

IKSS.7.2

Persentase Capaian Realisasi
Penerimaan PNBP Kemenkomdigi

Jumlah penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) yang ditargetkan dari layanan dan
izin yang terkait dengan bidang
Kemenkomdigi. Pengukuran tersebut
dilakukan setiap tahun oleh
Kemenkomdigi dan ketercapaiannya diliat
berdasarkan target yang ditetapkan

oleh masing-masing Direktorat Jenderal.

Non RPJMN

119.9%
(Komdigi,
2024)

100%

100%

100%

100%

100%

S$S8.9

09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien




IKSS.9.1

01 - Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi

Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB
dilakukan untuk mengavaluasi kemajuan
reformasi birokrsai di instansi
pemerintah.Evaluasi ini berfokus pada
aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM
aparatur dengan tujuan mewujudkan
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih
dan melayani. Penilaian dilakukan melalui
RB General dan RB Tematik

Non RPJMN

87
(Kementerian
PAN&RB,
2024)

87

88

89

90

91




Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029

TARGET ALOKASI (dalam ribu rupiah)

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / Definisi RPJMN/NON LOKASI Baseline
R

KEGIATAN INDIKATOR / OUTPUT RPJMN 0
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

548,776,701 548,189,952 554,525,087 560,107,342

dan Ruang Digital

01 - Akselerasi pengembangan kompetensi digital sdm
nasional sesuai kebutuhan industri ke depan

Mengukur skor IMDI pada pilar pekerjaan untuk

ifikasi digital, tingkat
digital, dan jan ket ilan digital
pekerja dengan kebutuhan industri. Indikator ini diukur 38,00 Pusbang Talenta
IKSS 4.1 |IKP 1.1 |01 - Nilai IMDI pada pilar pekerjaan melalui skor IMDI pilar pekerjaan yang akan dilakukan oleh Non RPJMN - (Komdigi, 42.91 43.41 44.21 45.01 45.81 - - - - - Digital, Pusbang
BPSDM Komdigi 2024) Ekosistem SDM

Komdigi

Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai
indikator masing-masing subpilar pembentuk pilar pekerjaan.

Mengukur peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan
digital yang dihitung berdasarkan tenaga kerja yang pernah
mendapatkan pelatihan bidang TIK dan digital

) ) 6,21%
02 - Persentase (% tan t kerja d ” Pusbang Talent
IKSS 4.2 |IKP 1.2 [0 tcr;;";{;:sgiék"a'lpe“‘"gk“ an tenaga kerja dengan Rumus perhitungan: Membandingkan kenaikan tenaga kerja Non RPJMN - 6,5% 6,75% 7% 7,25% 7,5% - - - - - S ';‘D“‘;t:; enta
dengan keterampilan digital yang dihitung berdasarkan tenaga (2024)
kerja yang pernah mendapatkan pelatihan bidang TIK dan
digital pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya
sps  gpp 02 Mempercepat akselerasi kompetensi sdm aparatur dan
kepemimpinan
Mengukur proporsi kompetensi digital alumni peserta
pelatihan berdasarkan hasil analisis dampak pelatihan pada Pusbang Anaratur
IKSS 4.4 | IKP 2.1 [Persentase (%) dampak pengembangan kompetensi digital |organisasi melalui tracer study yang dilakukan oleh Pusbang Non RPJMN - - 87% 87% 88% 88% 89% - - - - - e
ASN bagi organisasi Aparatur Komdigi e
proporsi i impinan digital alumni
Persentase (%) dampak pengembangan kompetensi peserta pelatihan berdasarkan hasil analisis dampak pelatihan Pusbang Aparatur
IKSS 4.4 |IKP 2.2 tase (%) digitzl AgN bgagi san comp pada organisasi melalui tracer study yang dilakukan oleh Non RPJMN - - 80% 80% 83% 85% 85% - - - - - Koidri’gl
Pusbang Aparatur Komdigi
ssa | spa |03 - Mengaksclerasi masyarakat digital untuk bisa

dan bijak dalam internet

Mengukur individu dalam men
perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan internet untuk
mengakses dan mengelola informasi. Indikator ini diukur

melalui skor IMDI pilar literasi digital. Pengukuran ini akan Pusbang Literasi
dilakukan oleh BPSDM Komdigi Digital, Pusbang

IKSS 4.1 | IKP 3.1|01 - Nilai IMDI pada pilar literasi digital Non RPJMN - - 60,25 62,25 64,25 66,25 68,25 - - - - - .
Ekosistem SDM
Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai Komdigi
indikator dan ing-masing subpilar
pilar literasi digital.
Ukuran statistik yang menggambarkan persentase populasi
individu dalam rentang usia 15 hingga 59 tahun yang memiliki
02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan  |kemampuan atau keterampilan yang relevan dengan Teknologi . 79% , , N o . . R . . . Pusbang Literasi
IKSS 4.1 | IKP 3.2 | o terampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TTK) Informasi dan Komunikasi (TIK). Data tersebut diperoleh dari RPIMN (8PS, 2023 | 5% 85% 86% 88% 90% Digital

BPS dan pengukuran akan dilakukan oleh BPSDM Komdigi

SS7  SP4 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang Pusbang Aparatur
ditargetkan dari layanan dan izin yang terkait dengan bidang Non RPJMN 529%(BPSDM, 2( Komdigi, STMM,
talenta digital BPPTIK

01 - Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Talenta
Digital




IKP 8.2

SK 1

IKK 1.1

01 - Me: a kualitas dan kuantitas SDM digital

153,124,447

153,339,465

01 - Persentase peserta pelatihan digital yang terserap di
lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 1 Tahun

Jumlah alumni pelatihan yang terserap di lapangan pekerjaan.
Pengukuran dilakukan dengan membandingkan peserta
pelatihan pemberdayan talenta digital dengan yang terserap di
lapangan pekerjaan.

Non RPJMN

30%

30%

35%

35%

35%

153,554,483

153,769,501

IKP 8.1

IKK 1.2

02 - Persentase (%) alumni beasiswa S2 dan S3 bidang
komunikasi dan digital yang mengalami peningkatan karir
dan produktivitas kerja

Mengukur proporsi peserta beasiswa S2 dan S3 bidang
komdigi yang mengalami peningkatan karir dan/atau
produktivitas kerja setelah lulus selama 2 tahun. Pengukuran
dilakukan oleh Pusbang Talenta Digital.

Rumus perhitungan: Pengukuran dilakukan dengan

kenaikan pr kerja termasuk
lienjang karir alumni sebelum dan setelah meyelesaikan
pendidikan jalur beasiswa Kemkomdigi. Pengukuran survey
dilakukan kepada alumni angkatan setelah lulus selama 2
tahun

Non RPJMN

30%

30%

30%

30%

30%

IKP 8.2

IKK 1.3

03 - Persentase peserta pelatihan SDM bidang komdigi yang
bertalenta digital

Indikator ini adalah indikator RPJMN yang diubah
dan lingkup pengukurannya. Pada RPJMN

indikator ini adalah Jumlah peserta pelatihan

peningkatan kapasitas SDM bidang komdigi yang bertalenta
digital, lalu diubah menjadi indikator pendukung yaitu
Persentase peserta pelatihan SDM bidang komdigi yang
bertalenta digital. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Talenta
Digital.

Rumus perhitungan: Pengukuran dilakukan dengan

jumlah peserta menyelesaikan dan lulus
pelatihan (completion) dibagi peserta onboarding dari pelatihan
yang dilakukan Pusbang Talenta Digital dan Satker/UPT

RPIJMN

70%

70%

70%

70%

70%

IKP 8.2

IKK 1.3

04- Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM
bidang kominfo yang bertalenta digital

RPJMN

141,300
Orang
(Bappenas,
2025)

40,100

200,300

200,300

200,300

200,300

Output - 1. Pemberdayaan Talenta Digital

Output ini merupakan pelaksanaan kegiatan intensif seperti
bootcamp atau hackathon yang dirancang untuk

peserta pelatihan di lapangan
pekerjaan

RPJMN

Pusat dan
wilayah
kerja Pusat
dan UPT
BPSDM

1.500
Orang

1.500
Orang

1.500
Orang

1.500
Orang

6,752,563

6,967,581

7,182,599

7,397,617

Output - 2. Beasiswa 52/S3 bidang komunikasi dan digital

Pemberian beasiswa S2 bidang komunikasi dan digital untuk
tahun angkatan baru dan tahun berjalan

RPJMN

Pusat

703 Orang

703 Orang

703 Orang

703 Orang

703 Orang

78,896,629

78,896,629

78,896,629

78,896,629

78,896,629

Output - 3. Pelatihan talenta digital

Pelatihan talenta digital mencakup penyelenggaraan program
peningkatan keterampilan dan kompetensi individu di bidang
komunikasi dan digital. Selain itu, pelatihan ini juga
kegiatan Training of Trainers (ToT) yang
diselenggarakan di Unit Pusat untuk membekali pelatih
dengan yang di dalam i
materi pelatihan secara efektif.

RPIJMN

Pusat dan
wilayah
kerja UPT
BPSDM

53.240
Orang

53.240
Orang

53.240
Orang

53.240
Orang

61,975,255

61,975,255

61,975,255

61,975,255

Output - 4. Digital Talent Scholarship

Pelaksanaan pelatihan talenta digital dengan mitra Global
Technology Companies (GTC) dan mitra Edukasi Teknologi
Lokal (Edutech) dengan sistem pelaksanaan secara daring,
luring serta blended learning (daring dan luring).

RPJMN

Pusat dan
wilayah
kerja UPT
BPSDM

33.500
Orang

70,056,894

IKP 8.1

IKK 1.1

Output - 5. Digital Talent Pool (DTP)

01 - Me: a SDM vokasi yang digital

Digital Talent Pool (DTP) adalah ckosistem talenta digital
terintegrasi berbasis data yang dirancang untuk

i i dan talenta digital
sesuai dengan kerangka kompetensi nasional yang terdapat
dalam Peta Okupasi Nasional bidang TIK. Ekosistem ini akan
menghubungkan individu bertalenta dengan berbagai peluang
kerja, pelatihan, dan pengembangan karier berbasis teknologi
informasi, sehingga mendorong akselerasi ekonomi digital
nasional.

Non RPJMN

Pusat

2

2

3

4

Masyaraka
t

Masyaraka
t

Masyaraka
t

Masyaraka
t

5,500,000

83,829,196

5,500,000

83,829,196

Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi SKKNI

Indikator ini adalah indikator RPJMN yang diubah
dan lingkup pengukurannya. Pada RPJMN
indikator ini adalah Jumlah peserta pelatihan
peningkatan kapasitas SDM _bidang komdigi yang bertalenta
digital, lalu diubah menjadi indikator pendukung Persentase
peserta pelatihan yang lulus sertifikasi SKKNI. Pengukuran
akan dilakukan oleh Pusbang Talenta Digital

Rumus perhitungan: Persentase peserta pelatihan yang lulus
[dan memperoleh sertifikasi SKKNI

RPIJMN

92%

92%

93%

93%

93%

5,500,000

83,829,196

5,500,000

83,829,196

Output - 1. Pelatihan berbasis SKKNI bidang Komdigi

Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI.
sertifikasi menunggu proses
pembelajaran di perguruan tinggi telah selesai dan
i setelah
pembelajaran di perguruan tinggi selesai sesuai dengan
kalender akademik serta pelaksanaan TOT

‘modul

rtifikasi bisa

RPJMN

Pusat dan
wilayah
kerja UPT
BPSDM

25.000
Orang

25.000
Orang

25.000
Orang

25.000
Orang

83,829,196

83,829,196

83,829,196

83,829,196

Output - 2. Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika

01 -
komdigi dengan industri

bidang

Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang
kominfo, bekerja sama dengan stakeholders terkait.

RPJMN

Pusat dan
wilayah
kerja UPT
BPSDM

6.000
Orang

22,197,140

4,329,190

4,329,190

4,762,109

4,762,109

IKP 8.1

kK 1.1 [0

standar dan peta
okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi

Mengukur proporsi rancangan SKKNI/KKNI dan peta okupasi
yang diadopsi atau digunakan oleh stakeholders (lembaga
pelatihan/LSP/lembaga pendidikan/industri). Pengukuran
akan dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Komdigi

Rumus perhitungan: Jumlah SKKNI/KKNI/PON yang telah
termanfaatkan kemudian dibagi dengan jumlah Total
SKKNI/KKNI/PON yang tersedia, schingga didapatkan
Rasio/Persentase Pemanfaatan SKKNI/KKNI/PON.

Non RPJMN

20%

30%

40%

50%

60%

Output - 1. Rancangan SKKNI/KKNI Bidang Komunikasi dan
Digital

Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI bidang komunikasi dan
digital

Non RPJMN

Pusat

3 NSPK

4 NSPK

4 NSPK

4 NSPK

4 NSPK

1,094,950

2,749,380

2,749,380

3,024,318

3,024,318

Output - 2. Peta Okupasi Nasional bidang komunikasi dan
digital

Merupakan RO untuk memetakan Peta Okupasi bidang
komdigi, kegiatan ini mencakup penyusunan rancangan peta
okupasi bidang komdigi, penyusunan rekomendasi kebijakan
pemanfaatan peta okupasi bidang komdigi, dan sosialisasi dan
advokasi pemanfaatan peta okupasi bidang komdigi

Non RPJMN

Pusat

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

707,250

1,579,810

1,579,810

1,737,791

1,737,791




- Disabilitas

- Wanita

02 - Moningiatnys pemantastan date SOM digital dxiam
sps | skz2 e 21,922,107 21,922,107 24,114,316 24114316
dadam
layanan data SOM Digital, meliputi layanan data d
informesi, serta layanan aphias: Platform SDM Digital. Tata
. 2.1 |01 - Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan |cara penguluran meruuk PermenPANRE Nomor 14 Tahan - . ; . . ) . .
TKP 8.1 | IKK 2.1 | e masi SDM Komdigi 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Non RPJMN Bailc Baik Bailc Bailc Bailc
[ Nilas rata-rata per unsur
p— T ———— p— ini merupakan output ferkait operasional pemeliharann
Output - 1. OM Sistem informasi Pengembangan SDM Digital SRS, ) o RS SR Ee o ela wien BrSDM REaMN Pusat - taunie | 1aUnt | 1susie | 1eumt | 17 Unit 6,957,040 10,205,821 10,205,821 11,226,403 11,226,403
Output - 2. Pengembangan modul sistem informasi untuk | |OoLEoL, i Merupakan ouput Iorkait pensembangan
Cuiput | 2 Pengembangan modul sis s/ barts item bnformas terkait SDU Digital Non RPJMN Pusat tunt | s | aune |1 ume 1,524,400 1,524,400 1,676,890 1,676,890
Output - 3. Layanan data dan informasi SDM Digital Layanan penyediaan seria data dan ik Non RPJMN Pusat | Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 485,000 2592188 2392188 2031400 2031400
Output - 4. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia Quiput ini merupakan penguicuran dan analisis Pengukuran reaMN Pusat Ibata | 1Daw | 1pata | iDam | 1Dam 6,030,042 7,799,098 7,799,098 5,579,067 5,579,007
SP 9 SK1 01 - aparatur di era digital 17,826,430 17,826,430 19,026,430 20,226,430
Persentase Aparatur yans memiliki kompetensi digital
Penguluran dilakulan dengan peserta yang mendapatkan
sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti
- 01 - Persentase (%) peserta aparatur yang dinyatakan lalus pelatihan on RP. N 959 59 o o o, _ . ~ B B
1Kp 0.1 [1kic 1.1 [O1 - Persentase (%) pescria aparatur yang din Non RPJMN o5% o5% 6% o6% o7%
Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang
rmendapatican sertifiiat/ Jumlah peseria yang mengiutt
00%
Tdilkator ini adalah mdikator RPIMN yang drbah
nomenidatur dan lingkup pengukurannya. Pada REJMN
nomenilatur indikator i adalah Jumlan peserta pelatinan
peningicatan kapasitas SDM bidang komdigs yang bertalenta
igital, lalu aibah menjads indikator pendukung bersentase
02 - perscntase pescrta pelatihan SDM aparatus bidang peserta pelatinan SDM aparanir bidang komdigi yang . 5 . , , . . . . ) . .
lkomadigi yang bertalenta digit bertalenta digital. Indikator ini mengulcur peserta pelatihan RPJIMN 87% 87% 87% 88% 88% 88%
aparatur yang hahus mendapatican sertifikas.
Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang
medaparian seriikat /Jamlah peserta yans mengiati
y
Pelatian teknis digital dan teknis Komuniias] digital untak amat dan
aparatur yang disclenggarakan oleh Pusdiklat (RM), serta wilayah
Outpue - 1. Pelatinan Aparatur Digital Clasamaan TOT e weria OPT - E 20000 | 20000 | 20000 | 20.000 E 10,000,000 10,000,000 10,000,00 10,000,00¢
pr & ang N ang
[Output ini merupakan modul self paced learning pelatihan 12 12 15 15
Output - Kebijakan dan Modul Pelatihan Aparatur Digital teknis digital Non RPJMN Pusat - - asi asi si si - 1,826,430 1,826,430 1,826,430 1,826,430
Output - 3. Pelatinan Jabatan Fungsional Bidang Komdigi __|oubut il merupalean pelatiban penguatan/penion] Non RPJMN Pusat - ~ | 500 orang | 500 Orans | 600 orang | 700 Orang - 6,000,000 6,000,000 7,200,000 &,400,000
SPo | sko Joa- Sparatur Giora digital XA 5550000 7.500.,000 7.300.,060
Persentase ASN Kemiomdigl yang memilii kompetensi digital
Fenguicaran dilaloulkan dengan peserta yang mendaparican
sertifikat dibandingkan dengan beserta yang mengiioat
e o1 [k 2.1 |01 Persentase () Peserta Pelatinan ASN Kemkomdisi yang [pelatihan Nom REUMN . oo oo . - . ) . . ) )
Rumus perhitungan: Jumah peserta pelatihan ASN
ficat/Jumiah peserta
ASK 1005
Persentase penyelenggaraan pelatihan Aparatar Kemomais
dibandingkan dengan hasi HODP
02 - Persentase penyelenggaraan diklat sesuai HCDP s i elatinan
Aparatur Kemkomdigi /Penyelenggaraan pelatihan
HCDP x 100% Non RPJMN sose | aow 40% 420 2% - - - -
Pelatinan managerial, latsar, orientasi CPNS, sosio nltral,
Output - Layanan Pendidikan dan Pelatihan teknis administratif, teknis digital, teknis fungsional bidang Non RPJMN Pusat - 3.542 3.342 1.100 1.200 1.200 17,791,685 12,027,162 3,850,000 4,200,000 4,200,000
Jcomdigi untuk aparatur di internal orans orang orang orang orang
TKP 55 |TKK5.1 (03~ Tenatitas SO aparatur 6560000 6.560.,000 6.560.000 6.560.000
Pengulcuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan
ser ndinglan dengan pescrta yang mengiloiti
01 - Persentase (%) Pe rta Pelatih: Kepe P pelatihan
sp11 | ska 10e (%) Peserta Pelatinan Kepemimpinan Non RPJMN - os% o5% 5% os% 5% B - - - -
Aparatur Digital yang Memiliki Kompetensi Digital Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan
digital yang mendapatikan scrtifkat/ Jumlah peserta pelathan
o digital x 100%
Output - 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang Digital |*c'atihan PKN Tk IT dan DLA untuk pemimpin aparatur digital RPJMN Pusat - 100 Orang | 160 Orang | 160 Orang | 160 Orang | 160 Orang 5,382,322 6,560,000 6,560,000 6,560,000 6,560,000
[ TKP 17,1 |15 .1 04 - Mendorong Iayanan publik ASN digital TeTT095 TeT1.095 1611095 Te11.095
IKP 111 |IKK 45|01 - Persentase (04) Realisas: Target PNBE Pusbang Aparatur |Mengulkur persentase realisast target PNEF di Pusbang P— - pv— oo p— oo oo - . N N N
omaig Aparatar Komdig:
TP 11 [iEE ooz ) Realisasi Target PREP BPPTIE FeaTisasi targer PNEP di BPPTIE Non REJMN Too% 100 Tooo To0% To0%
Pelatihan feknis digital atan telcnis fungsional untalk aparafor Pasat aan
Output - 1. Pelatian Aparatur Digital Skema yang oleh Pusdikiat (PNBP), serta pelaksanasn| o BPPTIK rane | 150 oran van ran v
ur yan: Non RPJMN PrT - 185 orang | 180 orang | 180 orang | 180 orang | 180 orang | 1,967,005 1.611,093 1.611,093 1.611,003 1611003
Beicasi
01 - Meningiatnya keterampilan Aigital dasar dan literasi
N T 2 Jketera 206,256,800 206,256,800 206,256,800 206,256,800
Tndikator i targer in Sikor IMDI pada
Pilar Literasi Digital bagi perempuan dan laki-laki dalam
digital, aplikasi
comunikast, dan internet untulk mengaicies serts mengelola Leki-Lakic | Laki-Laki: | Laki-Laki: | Laki-Laki: | Laki-Lald: | Laki-Lakic
. 1o Glch BRSDM Ca . . : 3,62 5,055 > 5.71; 5 . . . ) )
1KP 10,1 [1KK 1.1 {01 - Indeics literasi digital informasi, Penguleuran in alcan RPOMN : ; 5
3,52 (3053) 260 e Sos i 570
Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilal
inaikator dan ubpilar
pilar literas: digital
Tndikator ini adalah indikator yang mendulong malkator
RPJMN yang dnbah nomenklatur dan lingloup
pengulcarannya. Pada REJMN nomenklatar indikator ini
dalan Jumlan peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM
bidang komdigi yang bertalenta digital, lah diuban menjadi
indikator pendulaing Persentase peserta pelatinan
02 - Persentase peserta pelatihan keterampilan dasar yang dasar yang &
kP 10.2 |1 1.2 digital. Tndikator ini mengukur peserta pelatihan keterampilan REIMN sarav | ss7aw | oow 0% 0%
dasar yang aigital
sctelah hults pelatinan. Pengulaaran dilakukan oleh Pusbang
Literasi Digital
Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang
mendapatican sertificat/ Jumlah peserta yang mengikuti
ihom x 100%
Thaikator i Tnaiat el terhadan
literasi digital
IKP 10.1 [ IKK 1.3[03 - Tingkat pemahaman literasi digital pada anals Non RPUMN - - s a2 34 a6 - - - - -
Rumus perhitungan: Melaloukan survel terhadap pescrta
fasilitast literasi Gigital untuls ansis
Thdikator ini rentan
terhadap literasi Giital sehelum dan sceudan mengikutt
1P 10,1 |1k 1.4 |04 - Tingkat pemahaman Hierasi digital pada elompol icegiatan litoras: digital Nom REUMN . ) — i roon i ) . . ) )
Rumus perhitungan: Jumlah jawaban benar dari post test
yang Sctelan legiatan
Pusat melaksanakan ToT atan pilot project pelatian dart usat dan
tema/modul keterampilan digital dasar. Pelaksanaan pelatihan wilayan
Gutput - 1. Pelatinan keterampilan digital dasar iaieutcan olen UPT sboual dengan kebljakan pencrapan RPN werja OBT : E 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 . 106,600,000 | 106,600,000 | 106,600,000 | 106,600,000
pelatihan keterampilan digital dasar di bawah koordinasi BPSDM pes pes pes P
Pusat
Gutput il mernpakan outpat RPJMN Gtk fahun 2035 yans
merupakan pelakeanaan fasilitasi literasi digital meliputi
Output - 2. Fasilitasi Literasi Digital iccgintan modul REaMN Pusat - 200 Orang | - - - - 14,688,100 - - - -
ol P erasi digial, inovast terasi digial
S. pandu literasi digital nasional
bt imi meramalean oot REIMN yang sama de
Fasilitasi literasi digital namun dengan target untulk tahun
Output - 3. Pelatihan literasi digital 2026-2029. Output ini akan berupa pelaksanan Training of RPJMN Pusat - - 200 Orang [ 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang - 16,156,800 16,156,800 16,156,800 16,156,800
Trainers (ToT) atau pilot project pelatihan dari tema/modul
icvel literasi digital
Ouiput i merupaican wrlan bars terkart dengan
Output - 4. Fasilitasi literasi digital untuk anak crasi digital yang menyasar anak usia Non RPJMN Pusat - 1070-000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070-000 - 53,500,000 53,500,000 53,500,000 53,500,000
Orang | Orang | Oramg | Orang
Guput inl merapakan usulan bard terkalt dengan pelakeanaan
fasilizasi literast digital yang menyasar beberapa scgmen
; . icasus yaitu 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000
Output - 5. Fasiitast literasi digital untuk kelompol rentan  [KRUSUS yaio RPIMN Pusat - 90:000 | 200,000 | 200,000 | 200.00« - 50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000




Jumlah lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6

01 - Persentase (%) realisasi target PNBP Perguruan Tinggi

Mengulkur persentase realisasi target PNBP di
STMM/Politkenik.

IKP 8.1 |IKK 1.1 fL;f.Z',i}iﬂ'ﬁi'ﬁL’:ﬁfﬁ é“‘;‘ji‘;l;ﬁ‘:l:; f:“:f‘ (;::ke‘js atau bulan setelah wisuda pada setiap periode wisuda/total jumlah Non RPJMN - 52% 52% 55% 60% 65% - - - - -
setiap periode wisuda x 100%
Indikator ini adalah indikator yang mendukung indikator
RPJMN yang diubah nomenklatur dan lingkup
Pada RPIMN indikator ini
adalah Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM
bidang komdigi yang bertalenta digital, lalu diubah menjadi
02 - Persentase peserta sertifikasi bidang Komdigi yang indikator pendukung Persentase peserta sertifikasi bidang
bertalenta digital komdigi yang bertalenta digital. Indikator ini mengukur Baseline \ N N " N
IKP 8.2 | IKK 1.2 peserta pelatihan pelatihan bidang komdigi yang mengalami RPJMN 97,15% OT18% | OT.18% | OT.15% | O7T,15% | 97.15%
i bidang digital setelah lulus pelatihan. Pengukuran
dilakukan oleh STMM
Rumus perhitungan: Jumlah peserta sertifikasi bidang komdigi
lyg bertalenta digital /total jumlah peserta sertifikasi bidang
komdigi x 100%
capaian itian yang oleh Dosen yang
dapat dipublikasikan dalam Jurnal limiah Terakreditasi baik
Nasional maupun Internasional
03 - Persentase (%) Penelitian yg dipublikasikan dalam Jurnal " N N N "
IKP 8.2 |TKK 1.3 |0 e e ve Rumus p Jumiah Non RPJMN 40% 45% 50% 55% 60%
dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun
i ional/Total jumlah yang dosen
tetap x 100%
Mengukur kegiatan PKM yang dilakukan Dosen atau Kelompok
Dosen yan; ilkan inovasi yan; bagi
masyarakat dan atau Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan
IKP8.2 |IKK 1.4 |0 - Prese (%) Pe n kepada (PKM) yg Non RPJMN 40% 45% 50% 55% 60%
Inovasi dan
Rumus perhitungan: Jumlah PKM yg menghasilkan inovasi
dan melibatkan mahasiswa,/Total jumlah seluruh PKM x 100%
Output - 1. Pelatihan Bidang Komdigi Pelatihan d“;f;‘;me;s‘ berbasis SKKNI bidang komdigi yang RPIMN Yogyakarta - 500 Orang | 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang 807,380 1,614,760 1,614,760 1,614,760 1,614,760
- Pengadaan sarana pendidikan STMM meliputi penambahan
;"‘P“‘ - 2. Peralatan dan Fasilitas Pengembangan laboratorium komputer, pengadaan peralatan studio, dan Non RPJMN  |Yogyakarta - 3Paket | 3Paket | 3Paket | 3 Paket | 3 Paket 18,918,859 18,918,859 26,458,650 27,781,582 31,948,819
ependidikan Perguruan Tinggi Bidang Komdigi S eralatan multimadi
) ; dan karir dosen
Output - 3. Peningkatan karir dosen A pen! ! Non RPUMN  |Yogyakarta - 60 Orang | 60 Orang | 60 Orang | 60 Orang | 60 Orang 1,224,168 1,263,914 1,285,376 1,413,913 1,413,913
jenjang maupun jabatan
Output - 4. Akreditasi program studi pada perguruan finggi _|Fasilitasi akreditasi baik untuk Non RPOMN | Yomyakarta R i 1 Unit T Unit 1 Unit 1 Unit R 166,460 1666460 1 875,060 1 875,060
Komdigi program studi maupun jurnal limiah keria keria kerja keria
Luaran pengabdian kepada masyarakat untuk
Output - 6. Pengabdian masyarakat bidang komdigi menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah Non RPJMN | Yogyakarta - - 58 Orang | 76 Orang | 76 Orang | 76 Orang - 843,473 1,105,240 1,105,240 1,105,240
dirckognisi daerah, nasional maupun internasional dan di
ikasikan dalam majalah ilmiah itasi nasional
Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masing-masing 3 3 T 5
Output - 7. Kerjasama kampus dengan industri digital program studi dengan industri digital Non RPUMN  |Yogyakarta - - - 879,060 745,040 879,060 879,060

IKP 111 |IKK 4.2 |07 - Persentase Non RPIMN - 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - -
8 & Rumus perhitungan: Jumlah pendapatan PNBP/Target PNBP x
100%
e N <q. s dan vokasi, serta 2.454 2.104 2.104 2.104 2.104 2,389,738
Output - 1. Peserta didik perguruan tinggi bidang komdigi pelatihan, dan sertifikasi teknis Non RPJMN | Yogyakarta Orang Orang Orang Orang Orang 17,838,000 16,103,750 15,790,145 15,040,145 15,940,145




PROGRAM /
KEGIATAN

SP 1

SK 1

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR

Meningkatnya kualitas tata kelola BPSDM
Komdigi yang efektif dan efisien

Definisi

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPSDM KOMDIGI 2025-2029

RPJMN/
NON RPUMN

LOKASI
RO

Baseline

2026

TARGET

2027

2028

2029

ALOKASI (dalam ribu rupiah)

228,145,048

182,199,351

191,282,528

200,946,655

SATUAN KERJA
PELAKSANA

IKP 1.14

IKK 1.1

01-Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Komdigi

Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) BPSDM yang
dilaksanakan melalui penjaminan
kualitas (quality assurance) dan penilaian
mandiri atas pencapaian nilai AKIP
BPSDM.

Evaluasi internal (APIP) dengan
menghitung bobot perencanaan kinerja,
pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi

Non RPJMN

74,8

75,7

76,7

77,7

78,7

Sekretariat BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.2

02-Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi

Nilai dimaksud adalah nilai yang
mencerminkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP di BPSDM meliputi
unsur sebagai berikut:
1) SPIP;
2) MRI;
3) IEPK; dan
4) Kapabilitas APIP.
Penilaian dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas

Sistem
Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Nilai tersebut diperoleh
berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh
Ijen.

Non RPJMN

Sekretariat BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.3

03-Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi

Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yang
kan efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran di BPSDM.
Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM
; leh . ;

Non RPJMN

93,98

94,27

94,41

94,56

Sekretariat BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.4

04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Esclon
1 (UAPPA-E1) BPSDM Komdigi

Indikator ini merupakan output dari
penilaian Jumlah temuan yang
mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di
level Eselon I selaku Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
(UAPPA E1)

Target dihitung menggunakan formulasi
penilaian sebagai berikut:

o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan dengan

Non RPJMN

95

95

95

95

95

Sekretariat BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.5

05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
BPSDM Komdigi

Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
Kementerian di level UAKPA

Target dihitung menggunakan formulasi
penilaian sebagai berikut:

o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan dengan
faktor pengurang

Non RPJMN

97

97

97

97

97

Sekretariat BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.6

0O1-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil
Pemeriksaan BPK di BPSDM

Non RPJMN

Sekretariat BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.7

06-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di
DDENM Vamdic

Persentase tindaklanjut temuan dinilai
oleh Inspektorat Jenderal Komdigi

Asmonn

Non RPJMN

70

70

70

70

70

Sekretariat BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.8

07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di
BPSDM Komdigi

Persentase tindaklanjut temuan dinilai
oleh Inspektorat Jenderal Komdigi
dengan membandingkan Kesesuaian
tindak lanjut Satuan Kerja dengan

Non RPJMN

30

30

30

30

30

Sekretariat BPSDM
Komdigi

i BPK dan APIP pada tahun

IKP 1.14

IKK 1.9

08-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan
Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi

Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang
mencerminkan kepuasan seluruh
pegawai terhadap layanan
kesekretariatan Ditjen Komunikasi
Publik dan Media yang diberikan.
Penilaian dilakukan melalui survei

Non RPJMN

Sekretariat BPSDM
Komdigi

IKP 1.14

IKK 1.10

09-Persentase (%) Fasilitasi Perancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama
bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital

Non RPJMN

100

100

100

Sekretariat BPSDM
Komdigi

001 - Kerjasama BPSDM Komdigi dengan Mitra

Non RPJMN

25
Dokumen

25
Dokumen

25
Dokumen

25
Dokumen

25
Dokumen

960,000

1,030,000

1,116,000

1,145,000

1,202,250

Sekretariat BPSDM
Komdigi

951 - Layanan Sarana Internal

Non RPJMN

52 Unit

56 Unit

56 Unit

56 Unit

56 Unit

4,607,489

59,083,278

4,650,000

4,882,500

5,126,625

Sekretariat BPSDM
Komdigi




11 10 10 10 10 Sckretariat BPSDM

952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Non RPJMN Potommen | Dotornen | Dotacmen | Dolormen | Dokocmen | 1:373:810 1,442,500 1,514,626 1,590,356 1,669,876 Romeicd
) 15 15 15 15 15 Sekretariat BPSDM

953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Non RPJMN Dokmen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | 1185532 1,244,808 1,307,050 1,372,402 1,441,023 Tomdigi
954 - Layanan Manajemen SDM Non RPJMN 478 Orang | 467 Orang | 467 Orang | 467 Orang | 467 Orang | 4,332,910 4,549,556 4,777,033 5,015,886 5,266,679 Sekre;f;‘s;j’gSDM
) 24 24 24 24 24 Sekretariat BPSDM

955 - Layanan Manajemen Keuangan Non RPJMN Dotramen | Dokamen | Dokamen | Dokamen | Dolamen | 2019050 2,120,003 2,226,003 2,337,303 2,454,168 Komdigi
956 - Layanan BMN Non RPJMN 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan 281,794 295,883 310,667 326,211 342,522 Sekre;?::\;i}?SDM
960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Non RPJMN 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan 587,384 616,753 647,590 679,970 713,068 | Sckretariat BPSDM

Internal Komdigi
962 - Layanan Umum Non RPIMN 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2,653,734 2,786,420 2,925,742 3,072,020 3,325,630 Se“‘*‘g:ééf SDM
971 - Layanan Prasarana Internal Non RPJMN 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 506,974 532,323 558,939 586,886 616,230 Sek’e;g)':ég’SDM
974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Non RPJMN 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |1 Dokumen |1 Dokumen| 404,708 424,943 446,191 468,500 491,925 Sek’e;g)':ég’SDM
994 - Layanan Perkantoran Non RPJMN 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 126,732,919 | 154,018,581 | 161,719,510 | 169,805,485 | 178,205,750 |Sckretariat BPSDM

01-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM

Komdigi

SP1 e | 30,748,883| 41,736,328  43,823,144| 46,014,301 48,315,016
Indikator ini merupakan tolak ukur
materialitas temuan pemeriksaan BPK
R o — yang berakibat terhadap opini dari BPK.
KP1.14 | IKk2,1 |OLPersentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil (J30& beraiinal lerhacap obt Non RPUMN A A A L A . R . . . STMM
BPK di STMM N N o P
jumlah nilai
temuan/ rekomendasi STMM dalam
, ; i
. ) Persentase tindaklanjut temuan dinilai
02- Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut  |oleh Inspektorat Jenderal Komdigi
IKP1.14 | IKK22 |Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di | qengan mombandingkan Kesosusian | Non RPJMN 70 70 70 70 70 - - - - - STMM
STMM pada tindak lanjut Satuan Kerja dengan
03-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjui | Persentase tindaklanjut temuan dinilai
IKP1.14 | IKK23 |Hasil " BPK Tahun di |oleh Jenderal Komdigi Non RPJMN 30 30 30 30 30 - - - - - STMM
TMM nada denoan i K i
Menilai kinerja perencanaan dan
pelaksanaan anggaran yan;
o kan efektivitas dan efisiensi
IKP1.14 | IKK2.4 |04-Nilai Kinerja Anggaran STMM penggunaan anggaran di BPSDM. Non RPJMN 88 88 88 88 88 - - - - - STMM
Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM
yang dilakukan oleh Kementerian
Pegawai internal STMM (ASN) yang
. , menjadi peserta kegiatan pengembangan
KP 114 | IKK25 |JoFersentase (%) Pegawal/ SDM Internal vang |y ompetensi (workshop, sosialisasi, Non RPIMN 9 90 9 90 9 - - - - - STMM
f seminar, bimtek, diklat, dan capacity
building) pada tahun n minimal 90% dari
Indikator ini merupakan output dari
penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan
Kementerian di level UAKPA
06-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit | Target dihitung menggunakan formulasi
IKP 1.14 IKK 2.6 |Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) |penilaian sebagai berikut: Non RPJMN 80 80 80 80 80 - - - - - STMM
STMM o Indikator penilaian untuk Laporan
Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung
dari skala 100 yang dikurangkan dengan
faktor pengurang
952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Non RPJMN 1 Dokumen| 1 Dokumen| 1 Dokumen |1 Dokumen |1 Dokumen| 252,435 265,057 278,310 292,205 306,836 STMM
953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Non RPJMN 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |1 Dokumen |1 Dokumen| 177,160 186,018 195,319 205,085 215,339 STMM
954 - Layanan Manajemen SDM Non RPJMN 182 Orang | 182 Orang | 182 Orang | 182 Orang | 182 Orang | 3,427,672 3,599,056 3,779,008 3,967,959 4,166,357 STMM
962 - Layanan Umum Non RPJMN 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861 STMM
994 - Layanan Perkantoran Non RPJMN 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan 35,771,616 37,560,197 39,438,207 41,410,117 43,480,623 STMM




Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap
Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Pengembangan SDM Komdigi 2025-2029

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS

PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator

01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

2026

TARGET

2027

2028

2029

2025

ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)

2026

2027 2028

ALOKAST NON-APBN (dalam juta rupiah)

2026

2027

2028

TOTAL (dalam juta rupiah)

2027

2028

PP |02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media
02 - Penguatan Sistem dan lJumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas
[ S e T e e e e e 158,452,508 198,086,776 | 198,369,412 | 198,369,412 | 198,369,412 0 ° ° ° 0 158,452,508 198,086,776 | 198,369,412 | 198,369,412 | 198,369,412
prop |03 - Peningkatan Kapasitas SOM Bidang Komunikasi dan 158,452,508 | 198,086,776 | 198,369,412 | 198,369,412 | 198,369,412 0 0 0 0 0 158,452,508 | 198,086,776 | 198,360,412 | 198,369,412 | 198,369,412
Informatika yang Bertalenta Digital
RO |02.14.001.001 - Pemberdayaan Talenta Digital Jumlah peserta pemberdayaan talenta digital - 1500 orang|1.500 orang| 1.500 orang|1.500 orang - 6,000,000 6,000,000 | 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 0 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 6,000,000
R0 |01.02.02.03 - Pelatihan Keterampilan Digitl Dasar Jumlah pescrta pelatihan keterampilan digital 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 o o o o o o o o o o o
dasar orang orang orang orang
RO 01.02.02.03 - Pelatihan Talenta Digital |Jumlah peserta pelatihan talenta digital - 58,240 53240 53.240 53,240 61,975,255 61,975,255 61,975,255 61,975,255 61,975,255 o o 0 o 0 o 61,975,255 61,975,255 61,975,255 61,975,255
orang orang orang orang
RO [01.02.02.03 - Pelatihan Aparatur Digital Jumlah peserta pelatihan aparatur digital - 20000 ) 20.000 | 20.000 | 20.000 0 44,433,954 | 44,433,954 | 44,433,954 | 44,433,954 0 0 0 0 o 0 44,433,954 | 44,433,954 | 44,433,954 | 44,433,054
orang orang orang orang
RO [01.02.02.03 - Digital Talent Scholarship Jumlah peserta pelatihan Digital Talent Scholarship 3;5:: - - - - 70,056,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,056,894 0 0 0 0
RO g:;éluzoz - Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang | ;1.4 beerta pelatihan kepemimpinan nasional | 100 orang | 160 orang | 160 orang | 160 orang | 160 orang | 5,382,322 6,516,246 6,516,246 6,516,246 6,516,246 0 0 0 0 0 5,382,322 | 6,516,246 6,516,246 6,516,246 6,516,246
RO 01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Komdigi i:‘:n“;i; peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang | 50 2o | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 80,738 1,332,124 1,614,760 1,614,760 1,614,760 0 0 0 0 0 80,738 1,332,124 1,614,760 1,614,760 1,614,760
RO 01.02.02.03 - Pelatihan berbasis SKKNI bidang Komdigi |J W11 peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang - 25.000 25000 25000 25000 0 83,820,197 | 83,820,197 | 83,829,197 83,829,197 0 0 0 0 0 0 83,829,197 | 83,820,197 | 83,829,197 83,829,197
komdigi orang orang orang orang
ko |01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Komunikasi dan Jumish peserta pelatihan bidang komunikasi dan |¢ o0 o | . . . 20,957,299 o o N o o o o o o 20,057,299 o o o o

Informatika

linformatika

02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,

Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

PP (14 - Ekonomi Digital
01 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK
(kumulatif)

KP |01 - Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital [02- Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun 78,896,629 | 78,896,620 | 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,629 0 o 0 o o 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,629 | 178,896,629
dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan
Komputer

ProP &ZL};a‘:;iifmba“ga“ SDM Digital dan Digitalisasi 78,806,620 | 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,620 78,896,629 0 0 0 0 0 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,629
- Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang

RO 02.14.01.001 - Beasiswa $2/83 Bidang Komunikasi dan [komunikasi dan digital angkatan baru 703 orang | 703 orang | 703 orang | 703 orang | 703 orang | 78,896,620 | 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,629 78,896,629 0 0 0 0 0 78,806,629 | 78,896,629 | 78,896,629 | 78,896,629 78,896,629

Digital - Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang

[komunikasi dan digital angkatan berjalan

RO [01.02.02.03 - Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia [Jumlah data hasil pengukuran IMDI 1Data | 1Data | 1Data | 1Data | 1Data | 6,030,042 | 7,799,698 | 7,799,698 | 8,579,667 8,579,667 0 0 0 0 0 6,030,042 | 7,799,698 7,799,698 8,579,667 8,579,667

02- Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik

03- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Mengembangkan industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui peran aktif koperasi

ProP 02- Layanan dan Ruang Digital
RO [01.01.02.02 - Fasilitasi Literasi Digital Jumlah peserta fasilitasi literasi digital 300 orang - 14,688,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,688,000 0 0 0 0

RO [02.14.001.001 - Pelatihan Literasi Digital Jumlah peserta pelatihan literasi digital - 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang 0 14,688,000 | 14,688,000 | 14,688,000 14,688,000 0 0 0 0 0 0 14,688,000 | 14,688,000 | 14,688,000 | 14,688,000
RO |03-02.02.002- OM Sistem informasi Pengembangan SDM |JJumlah output terkait operasional pemeliharaan 14unit | l4unit | 1Sunit | 16unit | 17unit | 6,957,040 | 10,205,821 | 10,205821 | 11,226,403 | 11,226,403 0 0 0 0 0 6,957,040 | 10,205,821 | 10,205821 | 11,226,403 11,226,403

Digital Nasional

04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia

aplikasi Platform SDM Digital

(SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetas

raan Gender,

, Serta Penguatan Peran

Perempuan, P

emuda (Generasi

Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

PP 19 - Peni Gender, dan Perli dari

o |2 Altif @ 03 - Pilar literasi digital pada IMDI 0 88,500,000 | 88,500,000 | 88,500,000 | 88,500,000 o 0 o 0 o 0 88,500,000 | 88,500,000 | 88,500,000 | 88,500,000
Ekonomi Ketenagakerjaan g 500, 500, ,500, ,500, ,500, ,500, ,500, 500,

prop |001-Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan 191060
Kewirausahaan Perernpuan

ko |04.19.03.001-Fasilitasi Literasi Digital untuk kelompok  Jumlah peserta pelatihan literasi digital kelompok o 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 o 30000000 | 30,000,000 | 30,000,000 30,000,000 o o o o o o 30000000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000
rentan rentan Orang Orang Orang Orang g g g g g
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No.

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian

Unit Penanggung jawab

Unit Terkait/Institusi

Target
Penyelesaian

Peraturan Menteri Komunikasi dan

Digital

1 |Rancangan Peraturan * Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa |BPSDM Komdigi (Pusat Lembaga Administrasi 2026: Penyusunan
Menteri Komunikasi dan ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi dan dilakukan melalui sistem Pengembangan Aparatur Negara Kajian/Naskah
Digital tentang Corporate pembelajaran secara terintegrasi Komdigi) Urgensi.
University Kementerian * Pasal 203 ayat (4a) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS,

Komunikasi dan Digital pengembangan kompetensi bagi PNS dilaksanakan melalui pendekatan Sistem 2027: Penyusunan

Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) dan penetapan RPM
* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem
Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University)
Berdasarkan regulasi tersebut belum ada pedoman pelaksanaan corporate university di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai sarana sistem pembelajaran
pengembangan kompetensi secara terintegrasi.

2 |Rancangan Peraturan Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Komdigi dengan Sekretariat Jenderal (Biro |- Sekretariat Badan 2025

Menteri Komunikasi dan
Digital tentang Organisasi
dan Tata Unit Pelaksana
Teknis Bidang
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Komunikasi
dan Digital

penajaman tugas dan fungsi terkait pelatihan dan pengembangan SDM bidang komdigi,
yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan
stakeholder

SDM dan Organisasi)

Pengembangan SDM
Komdigi

- seluruh Pusat dan Unit
Pelaksana Teknis di Badan
Pengembangan SDM
Komdigi

- Kementerian PANRB
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Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika

Rancangan Keputusan Belum ada peta jalan atau rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis BPSDM Komdigi (Pusat Internal: Seluruh UK 2025
Menteri Komunikasi dan pembina sektor kominfo mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara Pengembangan Ekosistem Komdigi, Kemenaker
Informatika tentang keseluruhan SDM Komdigi)

Rencana Induk
Pengembangan SKKNI
Bidang Komdigi

Rancangan Keputusan Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk BPSDM Komdigi (Pusat Kemenaker 2025
Menteri Komunikasi dan memberlakukan SKKNI Bidang Kominfo terbitan tahun 2025 Pengembangan Ekosistem
Informatika tentang SDM Komdigi)

2 |Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang

Komdigi

Rancangan Keputusan Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk BPSDM Komdigi (Pusat Kemenaker 2026
Menteri Komunikasi dan memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2026 Pengembangan Ekosistem

Informatika tentang SDM Komdigi)

3 |Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang

Komdigi

Rancangan Keputusan Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk BPSDM Komdigi (Pusat Kemenaker 2027
Menteri Komunikasi dan memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2027 Pengembangan Ekosistem

Informatika tentang SDM Komdigi)

4 |Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang

Komdigi

Rancangan Keputusan Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk BPSDM Komdigi (Pusat Kemenaker 2028
Menteri Komunikasi dan memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2028 Pengembangan Ekosistem

Informatika tentang SDM Komdigi)

5 |Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang

Komdigi

Rancangan Keputusan Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk BPSDM Komdigi (Pusat Kemenaker 2029
Menteri Komunikasi dan memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2029 Pengembangan Ekosistem

Informatika tentang SDM Komdigi)

6 |Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang
Komdigi
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Kinerja Strategis §54. Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat

Nasional/Ultimate

0 I Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
utcome 2. Indeks TDN Pilar Masyarakat*
3. Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif)*
vo 4. Tingkat ASN yang Memiliki Kompetensi Digital
Kinerja ~5
Strategis Sub ’g
Sektor/Interm g SP8. Akselerasi Pengembangan Kompetensi Digital SDM sesuai Kebutuhan Industri Ke Depan
ediate a
Outcome &
V1
1 Nilai IMDI pada Pilar Pekerjaan
2. Persentase Peningkatan Tenaga Kerja dengan Keterampilan Digital
B TS IELCITRC TSRS OTTIPV SRR TRIIOIPRIpROPPOS ERTTIPIPPN RO IPRPIsee ! .......................................... SN PP IOIOPIIIOIIOIeTe s
Kinerja Strategis SK1 Meningkatnya kualitas SK2. Meningkatnya SK1. Meningkatnya relevansi SK2. Meningkatnya pemantfaatan data SK1. Mewujudkan transformasi
Sub 5 dankuantitas SDM digital 3 SDM vokasi yang standar kompetensi bidang SDM digital dalam perencanaan I pendidikan tinggi komdigi yang selaras
Sektor/Kinerja E % bertalenta digital £ komdigi dengan industri & kebijakan SDM digital nasional % dengan kebutuhan pasar kerja
Taktikal/Interme E 1. Persentase peserta pelatihan digital E Fl 3 ) 1. Persentase masa tunggu lulusan yang bekerja
diate Outcome £ yang terserap di lapangan pekerjaan € 1. Persentase peserta 1. Persentase pemanfaatan standar 1. Tingkat kepuasan pengguna terhadap atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah
"-'_i dalam kurun waktu 1tahun ;§ pelatihan yang lulus kompetensi dan peta okupasi untuk layanan data dan informasi SDM wisuda
w ) Persentase penerimaan beasiswa 52 dan w sertifikasi SKKNI mendukung pelatihan bidang komdigi 2. Persentase peserta sertifikasi bidang komdigi
2 ,E $3 bidang komdigi yang mengalami E komdigi yang bertalenta digital
2 peningkatan karir dan produktivitas kerja 2 2 3. Persentase penelitian yang dipublikasikan
3. Persentase peserta pelatihan SDM dalam jurnal ilmiah terakreditasi
bidang komdigi yang bertalenta digital 4. Persentase pengabdian kepada masyarakat
4. Jumlah peserta pelatihan peningkatan (PKM) yang menghasilkan inovasi dan
kapasitas SDM bidang kominfo yang melibatkan mahasiswa
bertalenta difita\‘ I' | | 1
Kinerja 3 - H
Operasmnal % 1 Pemberdayaan talenta % 1 Pelatihan berbasis SKKNI 1. Rancangan SKKNI/KKNI 1. OM sistem informasi pengembangan E 1. Pelatihan bidang komdigi*
E digital* - bidang komdigi* g bidang komunikasi dan g SDM digital 2. Peralatan dan fasilitas pengembangan
V3 ; 2. Pelatihan talenta digital* £ 2 Pelatihen bidang digital 2. Pengembangan modul sistem informasi kependidikan perguruan tinggi bidang
] i i 2 komunikasi dan 2. Peta okupasi nasional untuk pengembangan SDM digital komdigi
# 3. Beasiswa 52/53 bidang
4 komdigi* H informatika* bidang komunikasi dan nasional 3. Peningkatan karir dosen
-B 4. Digital Talent Scholarship* g digital ;, 3. Layanan data dan informasi SDM digital 4. Akreditasi program studi pada perguruan
& 5. Digital Talent Pool i 4. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia tinggi Kementerian Komdigi
5. Penelitian dan inovasi bidang komdigi
6. Pengabdian masyarakat bidang komdigi
7. Kerjasama kampus dengan industri
digital
Keterangan:

* = Amanat RPJMN
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Kinerja Strategis §54. Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat
Nasional/Ultimate 1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
O
utcome 2. Indeks TDN Pilar Masyarakat*
3. Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif)*
o 4. Tingkat ASN yang Memiliki Kompetensi Digital
....................................................................................................................... | P T
Kinerja
Strategis Sub
Sektor/Interm SP9. Mempercepat Akselerasi Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan SP10. Meningkatnya keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk
ediate Digital Produktivitas
Outcome
wi A . _— 1. Nilai IMDI pada Pilar Literasi Digital
;‘ 2:2::;::: g:mgz: ;::gz:g::g:: ::mg::::i: Et‘eg'p;i?nﬁzi::ﬂ)?éi%:\n::::lbagi e 2. Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)*
. SK1. Meni i kat SK2. Men! kat :
Kinerja Strategis en
el g hmwﬂ':l “"’urdm N m"", nya ur _ SK3.Meningkatnya kualitas 5 SKI. Meningkatnya keterampilan digital dasar dan iteras digital masyarakat untuk
apar para mimpinan SDM aparatur % produktivitas
Sektor/Kinerja E digital § Kemkomdigi di era digital E L L — 5
Taktikal/Interme ¥ 1 Persentase peserta aparatur yang * 1 Persent rt o - ®
X 2 dinyatakan lulus pelatihan jabatan gl b s | IR oenee s s s o § 1 Indeks Literasi Digital*
diate Outcome ] ‘ : e ] pelatihan ASN g kepemimpinan aparatur digital yang z . : N L
a fungsional bidang komdigi a o a . R 2. Persentase peserta pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital
: Kemkomdigi yang lulus memiliki kompetensi digital ; S
< 2. Persentase peserta pelatihan SDM < pelatihan o 3. Tingkat pemahaman literasi digital pada anak
2 E aparatur bidang komdigi yang E 9 Persentase E E 4. Tingkat pemahaman literasi digital pada kelompok rentan
E bertalenta digital E penyelenggaraan diklat E
sesual HCDP
Kinerja ;Ea ® ® ]
3 - c w
Operasional § 1 Pelatihan aparatur digital* E 1 Layanan pendidikan E 1. Pelathan ‘ 8 1 Fasiitasi literasi digital*
5 2 Kebijakan dan modul 5 dan pelatihan . K oo 8 2 Pelatihan literasi digital*
Lv3 ] pelatihan aparatur digital i £ bidang digital g 3. Pelatihan keterampilan digital dasar*
; 3. Pelatihan jabatan fungsional 5 E 4. Fasilitasi literasi digital untuk anak
® bidang komdigi w E i 5. Fasilitasi literasi digital untuk kelompok rentan
“
§ : i :
[ [ &
Keterangan:

* = Amanat RPJMN
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Kinerja Strategis . - . . s
Nasional/Ultimate §§7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

Qutcome
1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi
2. Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi

vo

Kinerja . SP11. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital
Strategis Sub

Sektor/
Intermediate
QOutcome

1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Talenta Digital

V1

””u-u”«””u”q-uu«u”u”q-u””-”-””--”””””«””u”q-uu«u”u”q-uu«uquuu--””””-”””””q-u”«L'”u”q-uu«u”u”q-uu«u”-””--”””””o””u”q-u”«””u””u””u”«””

Kinerja Strategis
Sub
Sektor/Kinerja
Taktikal/
Intermediate
Qutcome

1. Persentase realisasi target PNBP Pusbang Aparatur Komdigi 1. Persentase realisasi target PNBP perguruan tinggi bidang komdigi
2. Persentase realisasi target PNBP BPPTIK

Lv2

Pusbang Aparatur Koemdigi

Kinerja
Operasional

STMM

1. Peserta didik perguruan tinggi bidang komdigi

? 1. Pelatihan aparatur digital skema pembiayaan PNBP
Lv 3l

Pusbang Aparatur

Keterangan:
* = Amanat RPJMN
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